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ABSTRAK 
ANUGRAH TENRI OLA (B111 12 104) dengan judul Tinjauan 
Hukum Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Asing “IKEA” 
(Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-
HKI/2015).  Di bawah bimbingan Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah merek yang telah 
terdaftar terlebih dahulu dapat dihapus pendaftarannya oleh suatu 
pendaftaran merek baru yang sama di Indonesia, dan untuk mengetahui 
alasan penghapusan pendaftaran merek dagang “IKEA”  dalam putusan 
Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal 
research) dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang 
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan 
konseptual (conseptual approach). 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). 
Merek baru yang memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar 
lebih dahulu tidak dapat diterima atau ditolak pendaftarannya, sehingga 
merek yang telah terdaftar lebih dahulu tidak dapat dihapuskan 
pendaftarannya dengan adanya pendaftaran merek baru tersebut. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang merek, dan juga 
secara nyata memiliki unsur Iktikad tidak baik dalam pendaftarannya, 
sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek, karena penghapusan 
merek terdaftar dan digantikan dengan merek baru yang memiliki 
karakteristik yang sama milik pihak lain dapat membingungkan dan 
menyesatkan masyarakat selaku konsumen. (2). Alasan penghapusan 
pendaftaran merek dagang “IKEA” milik Inter Ikea System asal Swedia, 
yaitu merek tidak digunakan selama 3 (tahun) berturut-turut atau merek 
“non-use” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/ Pdt.Sus-
HKI/2015  tidak dapat diterapkan karena pihak Inter Ikea System dapat 
menunjukkan bukti-bukti konkrit penggunaan merek dagang mereka dan 
masih tetap diproduksi sejak tanggal pendaftarannya, sehingga putusan 
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) mengenai 
penghapusan merek. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah  
Masyarakat saat ini dalam memilih sesuatu barang atau jasa melihat 
dari segi efisiensi. Sebagian alasan itulah yang membuat perusahaan-
perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan atau 
mengembangkan suatu produk yang dapat menarik perhatian masyarakat, 
hal tersebut ditunjang juga dengan perkembangan teknologi yang semakin 
pesat. Tingginya minat masyarakat saat ini untuk memenuhi kebutuhan 
hidup mereka, membuat perdagangan dalam hal ekonomi nasional terus 
mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut membuat penyedia 
barang dan/atau jasa semakin berusaha menciptakan produk yang dapat 
menunjang kehidupan masyarakat saat ini.1 
Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan strategi 
pemasarannya agar tetap bertahan di tengah-tengah gelombang 
persaingan untuk memasuki pasar yang cukup tinggi. Satu yang tidak 
boleh dilupakan oleh perusahaan adalah konsumen, perlu disadari bahwa 
perubahan gaya hidup saat ini menyebabkan konsumen juga mempunyai 
cara sendiri dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Gaya hidup juga 
sudah menjadi panutan bagi orang-orang yang mengenalnya, karena 
                                                          
1 Iswi Hariyani,  Prosedur Mengurus HAKI(Hak Kekayaaan Intelektual) Yang Benar, Pustaka 
Yustisia, Yogyakarta,2010,  hlm.14. 
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dengan seperti itu akan tampak cara hidup yang mereka inginkan, sesuai 
kebutuhan mereka tanpa harus memikirkan orang lain. 2 
. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat 
dalam era globalisasi ini, ikut pula mendorong globalisasi Hak Kekayaan 
Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. Suatu barang dan jasa yang hari 
ini diproduksi suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dipasarkan di 
negara lain. Kehadiran barang dan jasa dalam proses produksinya 
menggunakan HKI, memerlukan perlindungan hukum. Sehubungan 
dengan itu, pemberian perlindungan yang semakin efektif terhadap HKI 
perlu lebih ditingkatkan lagi.3 
Perlindungan atas HKI pada awalnya merupakan bentuk 
perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga 
negara, dan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negara, dan oleh 
karena itu HKI pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan. Hak 
Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia 
yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau 
penerapan praktis suatu ide. Apabila tidak ada perlindungan atas 
kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan menjiplak 
secara bebas hak milik orang lain tanpa batas. Hal ini bisa berakibat tidak 
adanya inisiatif bagi penemu untuk mengembangkan kreasi–kreasi baru. 
                                                          
2 Arifitri, Makalah Perdagangan, http://tugasarifitri.blogspot.co.id/p/makalah-perdagangan.html, 
diakses pada tanggal 29 Maret 2016, jam 11.30 WITA. 
3 Insan Budi Maulana, Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 
2005, hlm.2. 
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Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak 
Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui prespektif ekonomi, politik (politik 
ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat 
menampilkan kajian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah objek 
kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar–menukar 
kebutuhan ekonomis manusia. 
Studi tentang Hak Kekayaan Intelektual meliputi banyak hal, mulai 
tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, intergrated circuits 
sampai pada varietas tanaman. HKI menjadi sangat penting untuk 
meningkatkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa 
kesejahteraan umat manusia.4   
Dalam dunia perdagangan, merek merupakan salah satu bentuk HKI 
yang memiliki peranan penting sebagai unsur pembeda atau identitas bagi 
suatu produk barang dan jasa. Pada umumnya, masyarakat lebih 
cenderung membeli suatu barang dengan terlebih dahulu melihat kepada 
merek produk tersebut, biasanya merek yang telah dikenal luas oleh 
publik  akan memperoleh perhatian lebih walau harga yang ditawarkan di 
atas harga rata–rata dari barang sejenis lainnya. Bahkan merek lebih 
bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. 
Di Indonesia Undang-Undang Merek diatur dalam Undang–Undang 
Nomor 21 Tahun 1961 kemudian disempurnakan menjadi Undang–
                                                          
4 OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.1. 
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Undang Nomor 19 Tahun 19925  kemudian diubah dengan Undang–
Undang Nomor 14 Tahun 19976 selanjutnya disebut Undang-Undang 
Merek lama dan terakhir Undang–Undang Nomor 15 tahun 2001 yang 
selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek atau Undang-Undang 
Merek baru. Perbedaan antara Undang-Undang Merek lama dengan 
Undang-Undang Merek baru salah satunya menyangkut proses 
penyelesaian permohonan. Undang-Undang Merek baru, melakukan 
pemeriksaan substantif setelah menyatakan permohonan telah memenuhi 
syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan 
setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan.7 
 Merek memiliki peranan penting di zaman perkembangan dunia 
usaha. Saat ini merek telah menjadi suatu gengsi bagi masyarakat, gengsi 
seseorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. 
Terkadang merek menjadi gaya hidup (lifestyle), merek bisa membuat 
seseorang meningkatkan rasa percaya diri atau menentukan kelas sosial 
mereka.  
Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada 
konsumen menjadikan konsumen dihadapkan pada berbagai macam 
pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. 
Masyarakat menengah ke bawah yang tidak ingin ketinggalan 
menggunakan barang–barang merek terkenal dengan membeli barang 
                                                          
5 Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81. 
6 Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 31. 
7 Ahmadi Miru. Hukum Merek, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2005, Hlm. 2. 
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yang palsu.  Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah tidak 
menjadi masalah bagi mereka, asalkan barang dengan merek tersebut 
dapat terbeli. Dengan terjadinya pemalsuan merek, perdagangan tentunya 
tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin memperburuk 
citra Indonesia sebagai pelanggar HKI. Merek sama halnya dengan 
bidang HKI lainnya, tidak hanya sebagai bagian dari sistem perdagangan 
domestik, tapi juga bagian dari sistem  perdagangan internasional. Dalam 
kaitannya dengan sistem perdagangan internasional, terdapat satu jenis 
merek yang kerap mengalami persoalan persaingan curang, yakni merek 
terkenal asing atau merek terkenal yang berasal dari luar negeri atau 
dengan kata lain pemilik merek terkenal yang terdaftar merupakan pihak 
asing baik pribadi maupun badan hukum. Wujud persaingan curang yang 
biasanya dialami oleh merek terkenal berupa peniruan.8 
Kerugian yang ditimbulkan oleh merek tiruan juga dirasakan oleh 
konsumen. Merek tiruan sebahagian besar memilki kualitas rendah. 
Konsumen yang hendak membeli barang dengan merek terkenal akan 
terkecoh dan pada akhirnya membeli barang yang menggunakan merek 
tiruan sehingga konsumen tidak menikmati barang dengan kualitas tinggi 
yang biasa diperolehnya dari konsumsi terhadap barang yang 
menggunakan merek terkenal. Persoalan ini berkaitan dengan kerugian 
lainnya yang dialami pemilik merek terkenal yakni adanya penurunan 
                                                          
8 Jisia Mamahit, Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa, 
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/, diakses pada tanggal 29 Maret 2016, 
pukul 12.15 WITA. 
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kepercayaan konsumen terhadap kualitas merek terkenal sekaligus 
tercemarnya nama baik pemiik merek terkenal atas kualitas barang yang 
diproduksi.9 
Peniruan yang dilakukan bukan saja merugikan pihak pemilik merek 
terkenal dan konsumen, tetapi juga secara meluas merugikan masyarakat 
Indonesia, karena dengan adanya peniruan dapat mematikan daya kreasi 
manusia dalam menciptakan sebuah karya baru. Perkembangan motif 
pelanggaran terhadap merek mengacu pada peniruan merek terkenal 
yang tidak hanya untuk barang identik atau mirip (identical or similar 
goods), tapi juga meluas hingga peniruan merek terkenal untuk merek 
jasa (services) dan untuk merek barang yang tidak sejenis atau tidak mirip 
(goods or services which are not similar).10 
Pada saat produsen telah berhasil memproduksi barang atau jasa 
dengan merek yang dikenal dan dibeli oleh konsumen, karena reputasi, 
kualitas, dan image serta telah dipasarkan secara luas baik nasional 
maupun internasional, sering kali produsen juga mendaftarkan merek 
yang sudah terkenal tersebut untuk jenis dan kelas barang atau jasa 
lain.11 
                                                          
9 Ibid. 
10 Penggunaan kata “identical or similar” dalam ketentuan di Konvensi Paris atau Persetujuan 
TRIPs secara harfiah diartikan dengan identik atau mirip. Namun untuk menyesuaikan dengan 
istilah yang digunakan dalam ketentuan hukum nasional, yakni yang terdapat dalam UU No. 15 
Tahun 2001, “identical or similar” ini diartikan dengan “sejenis”. 
11 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 047/KN/Haki/2003 tanggal 
24 Maret 2004 
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 Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek 
terkenal dalam Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan 
(3) Persetujuan TRIPs. Indonesia yang telah meratifikasi Agreement 
Establishing the WTO terikat pula pada seluruh ketentuan dalam 
persetujuan TRIPS. Dengan demikian, berkaitan dengan perluasan 
perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Indonesia harus 
melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek 
terkenal setidak–tidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang 
diberikan Pasal 16 ayat (2) dan (3)  Perjanjian TRIPs.12 
Dampak buruk dari pelanggaran terhadap pelanggaran merek  
terkenal mengkhawatirkan masyarakat internasional sehingga negara–
negara berinisiatif untuk berkumpul dan berunding demi tercapainya 
kesepakatan dalam perjanjian internasional yang khusus  memberikan 
perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Ketentuan hukum yang 
dimaksud tertulis dalam pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris dengan 
rumusan pasal sebagai berikut: 
“the countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so 
permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the 
registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a 
reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a 
mark considered by the competent authority of the country of registration 
or use to be well-known in that country as being already the mark of a 
person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or 
similiar goods. These provosions shall also apply when the essential part 
                                                          
12 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT. Alumni, Bandung, 2015, Hlm.7. 
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of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an 
imitation liable to create confusion therewith.” 13  
Dengan telah diratifikasinya Konvensi Paris oleh pemerintah 
Indonesia melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, maka pelanggaran 
terhadap merek dengan merek terkenal sebagai target untuk barang 
identik atau mirip (identical or similar goods) memperoleh perlindungan 
hukum berupa penolakan atau pembatalan pendaftaran merek, dan 
pelarangan penggunaan merek. Undang-Undang Merek sebagai 
ketentuan nasional yang mengatur bidang merek telah memberikan 
perlindungan hukum terhadap merek terkenal berupa penolakan atau 
pembatalan pendaftaran merek, dan pelarangan penggunaan merek, yang 
diatur pada Pasal 6 ayat (1) yang rumusannya ialah “Permohonan 
pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan pada pokok atau 
keseluruhannya harus ditolak.”  
Salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia ialah 
sengketa merek dagang antara PT. Ratania Khatulistiwa  dengan Inter 
Ikea System B.V., selanjutnya disebut IKEA Swedia. 
                                                          
13 Terjemahan  pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris adalah “Negara anggota Union secara ex officio 
jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau 
membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, 
imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut 
pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna dari merek terkenal di negara tersebut 
sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan 
digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku ketika bagian esensial dari 
merek merupakan reproduksi atau imitasi dari merek terkenal yang dapat menciptakan 
kebingungan.”  
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Kasus ini bermula dari gugatan PT. Ratania Khatulistiwa, perusahaan 
asal Surabaya yang mengajukan gugatan penghapusan permohonan 
pendaftaran merek dagang ‘IKEA’ milik Inter Ikea Swedia B.V. asal 
Swedia untuk  kelas barang jenis 2014 dan 2115.  Dalam gugatannya, PT. 
Ratania Khatulistiwa berdalih bahwa merek dagang milik Ikea Swedia 
tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal 
pendaftarannya di Indonesia untuk kelas barang jenis 20 dan 21. 
Diketahui  bahwa Ikea Swedia mendaftarkan merek dagang  ‘IKEA’ untuk  
kelas barang jenis 20 pada tanggal 27 Oktober 2010, dan untuk kelas 
barang jenis 21 didaftarkan pada tanggal 09 Oktober 2006. Pengajuan 
gugatan yang dilakukan PT. Ratania Khatulistiwa didasari tujuan  PT. 
Ratania Khatulistiwa untuk mendaftarkan merek dagang mereka yaitu 
‘ikea’ yang merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa  Esa Abadi” 
untuk jenis barang kelas 20 dan kelas 21.   
Alasan gugatan tersebut diperkuat dengan adanya hasil market survey 
Berlian Group Indonesia (BGI), yang merupakan lembaga yang netral dan 
independen dalam melakukan market survey di Indonesia menyimpulkan 
bahwa produk-produk dengan merek ‘IKEA’ atas nama Inter Ikea Swedia, 
                                                          
14 kelas barang jenis 20: perabot-perabot rumah, cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang 
tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, 
gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan 
penggantinya, atau dari plastik. 
15 kelas barang jenis 21 : perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari 
logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat 
(kecuali kuwas-kuwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca 
yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, 
porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain. 
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B.V. untuk kelas 20 dan kelas 21 tidak pernah dijual maupun diedarkan 
oleh toko-toko furniture di seluruh wilayah Indonesia maupun di toko milik 
Inter Ikea Swedia, B.V. BGI menyatakan telah melakukan market survey di 
5 (lima) kota besar di Indonesia yakni Medan, Jakarta, Bandung, 
Surabaya, dan Denpasar. Market Survey secara eksklusif melalui 
wawancara terhadap 140 toko atau responden  dilakukan dalam kurun 
waktu November sampai dengan Desember 2013.  
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Merek 
yang mengatur bahwa: (2) Penghapusan pendaftaran merek atas 
prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika  
“Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 
tanggal pendaftaran dan jika merek digunakan untuk jenis barang 
dan/atau jasa  yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan 
permohonannya.” 
Berdasarkan hasil survey market,  alasan penggugat yaitu merek 
“IKEA” tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal 
pendaftarannya di Indonesia maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 
61 ayat (2) di atas, dan dari dasar pertimbangan tersebut maka hakim 
Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan PT. Ratania 
Khatulistiwa untuk menghapus merek dagang “IKEA” milik Inter Ikea 
System, B.V. dari Daftar Umum Merek dan mengabulkan permohonan 
pendaftaran merek dagang ‘ikea’ milik PT. Ratania  Khatulistiwa.16  
                                                          
16 Lembar Putusan Mahkamah Agung Nomor 264. K/Pdt.Sus-HKI/2015 
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Hal yang tidak diungkapkan dalam pengadilan yaitu adanya registrasi 
ulang ke Direktorat Jenderal HKI  yang dilakukan oleh Inter Ikea System, 
B.V. pada bulan Maret tahun 2012 dan disetujui atau terdaftar pada 
tanggal 4 Juni tahun 2014 untuk semua kelas jenis barang dan/atau jasa 
merek dagang ‘IKEA’ termasuk kelas barang jenis 20 dan 21.17   
PT. Ratania Khatulistiwa  berdiri pada tahun 1999 dan bergerak di 
bidang industri furniture dari kayu dan rotan. Sejak didirikan perusahaan 
ini telah memasarkan dan mengekspor produk–produknya ke berbagai 
negara di seluruh dunia. Selama beberapa tahun melakukan pemasaran 
bahkan sampai keluar negeri, PT. Ratania Khatulistiwa belum memiliki 
merek dagang sendiri, dan permohonan pendaftaran merek dagang ‘ikea’ 
milik PT. Ratania Khatulistiwa  baru dilakukan pada tahun 2013.  
Berdasarkan tujuan dari PT. Ratania Khatulistiwa yang mengajukan 
gugatan penghapusan merek terdaftar ialah untuk dapat menggunakan 
serta mendaftarkan merek ‘ikea’ yang jelas memiliki persamaan pada 
pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek dagang ‘IKEA’ 
milik Inter Ikea Swedia, B.V, maka menurut Inter Ikea Swedia, pengajuan 
permintaan pendaftaran merek ‘ikea’ milik PT. Ratania Khatulistiwa adalah 
atas dasar itikad tidak baik, yang dilandasi maksud meniru dan 
membonceng keterkenalan merek ‘IKEA’ asal Swedia.  
                                                          
17 BBC Indonesia. MA Hapuskan Merek, Toko IKEA di Indonesia Tetap Buka, 
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/2016/,  diakses 15 Maret 2016, jam 14.00 
WITA. 
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Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan 
dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (good faith) dari 
pendaftar. Berkaitan dengan itikad tidak baik, berdasarkan Undang-
Undang Merek yang menganut asas First To File System bahwa hanya 
merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan 
perlindungan hukum. 
Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan 
yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang 
beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak 
dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau 
menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang 
berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan 
curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.18 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis akan melakukan 
penelitian lebih lanjut tentang perkara penghapusan merek dagang dalam 
putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. 
2. Rumusan Masalah 
1. Apakah suatu merek terkenal yang telah terdaftar terlebih dahulu 
dapat dihapuskan dengan pendaftaran merek baru yang sama di 
Indonesia sesuai dengan Undang–Undang No. 15 Tahun 2001 
tentang Merek ? 
                                                          
18 Ahmadi Miru. Op. Cit., hlm. 13. 
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2. Apakah alasan ‘non use’  pada sengketa penghapusan pendaftaran 
merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-
HKI/2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek ? 
3.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap terhadap dapat atau 
tidak  suatu merek yang didaftar berdasarkan hak prioritas dalam 
Undang–Undang Merek dapat dihapuskan dengan pendaftaran 
merek baru yang sama di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui dengan menganalisis dan menjelaskan alasan 
penghapusan pendaftaran merek dalam Putusan Mahkamah Agung 
sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek. 
4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memiliki 
kegunaan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang 
hukum dalam kaitannya pengetahuan di bidang merek, khususnya 
mengenai pendaftaran merek dengak hak prioritas untuk kegiatan 
perdagangan barang dan jasa.  
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bhukum 
merek itu berlaku sesuai Undang–Undang No. 15 Tahun 2001 
tentang Merek sehingga dapat mengurangi pelanggaran – 
pelanggaran dibidang merek. 
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2. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai 
bahan referensi di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, 
khususnya mengenai hukum merek. Juga sebagai masukan bagi 
masyarakat dan pelaku bisnis  dalam upaya memberikan 
pengertian  mengenai arti penting pendaftaran merek.  
  
15 
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  
Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini 
melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual 
merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, 
terutama negara–negara berkembang. Namun, pada ujung abad ke-20 
dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara–negara untuk 
mengangkat konsep Hak Kekayaan Intelektual  ke arah kesepakatan 
bersama dalam wujud Agreement Establishing the World Trade 
Organization (WTO Agreement) dan segala perjanjian internasional yang 
menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut Hak Kekayaan 
Intelektual.19 
Istilah Hak Kekayaan Intelektual saat ini sudah dibakukan dalam 
berbagai peraturan organik yang diterbitkan oleh pemerintah. Bila 
ditelusuri perjalanan penggunaan  istilah Hak Kekayaan Intelektual di 
tanah air, istilah itu sebetulnya diterjemahkan dari istilah asing yakni 
Intellectual Property Rights (IPR) yang kemudian oleh berbagai pihak 
diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual bahkan ada juga yang 
menerjemahkannya Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Setelah tahun 
2000, Menteri Hukum dan HAM (waktu itu masih bernama Menteri Hukum 
dan Perundang-undangan) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 
                                                          
19 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni, 2005, hlm. 1. 
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M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan Surat 
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 
24/M/PAN/1/200020 dan dibakukanlah penggunaan istilah yang berasal 
dari Intellectual Property Rights menjadi “Hak Kekayaan Intelektual”. 
Dengan demikian, penggunaan istilah yang telah dibakukan saat ini 
adalah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa menggunakan kata “atas”.21 
Jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, sebelum ada istilah 
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti dalam berbagai konvensi 
internasional dan undang–undang seperti saat ini, Hak Kekayaan 
Intelektual yang merupakan bagian dari benda tidak berwujud diatur dan 
dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUHPerdata. Dalam Pasal 
499 KUHPerdata, pengertian benda secara yuridis adalah segala benda 
yang dapat dijadikan objek hak milik.22 
Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil 
produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, 
sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna 
untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang 
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem HKI 
merupakan hak private (private rights). Hukum yang mengatur KI bersifat 
                                                          
20 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, 
tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek  berubah menjadi 
Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) kemudian berdasar Keputusan 
Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HKI berubah menjadi Ditjen HKI.  
21 Ok. Saidin, Op, Cit., hlm.13. 
22 R. Soebekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 2004. Hlm. 157.  
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teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara 
terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di 
Indonesia adalah KI yang sudah didaftarkan di Indonesia.  
Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa 
perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual lebih banyak ditekankan 
kepada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual guna meningkatkan 
perekonomian suatu negara. Hal ini tampak dari alasan-alasan mengapa 
Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam kerangka WTO. Prinsip-prinsip 
dasar dan standar-standar minimum Hak Kekayaan Intelektual dalam 
WTO berkaitan dengan masalah perdagangan, memudahkan akses pasar 
dan memperluas cakupan produk perdagangan internasional.23 
Hubungan antara perdagangan internasional dan Hak Kekayaan 
Intelektual telah jelas. Indonesia sebagai negara berkembang sudah 
menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi WTO 
Agreement dengan Undang–Undang No. 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini 
kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang– 
undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku saat ini, diikuti 
perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa 
bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni Undang 
–Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang–Undang 
No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang– 
                                                          
23 Eva Damayanti, Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 
87. 
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Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta Undang– 
Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.24 
 Sementara itu konsep HKI terus menjalani proses. Dimasukkannya 
HKI sebagi bagian dari  sistem perdagangan internasional adalah contoh 
dari proses tersebut. Hak Kekayaan Intelektual mengalami pemekaran 
dengan dirumuskannya Hak Kekayaan Intelektual menjadi 7 bidang, 
yakni:25 
a. Hak Cipta (Copyrights) diatur dalam Undang–Undang No. 28 
tahun 2014. 
b. Hak Paten (Patent) diatur dalam Undang–Undang No. 14 tahun 
2001.  
c. Hak Merek (Trademark) diatur dalam Undang–Undang No. 15 
tahun 2001. 
d. Desain Industri (Industrial Design) diatur dalam Undang–Undang 
No. 31 tahun 2000. 
e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout) diatur dalam 
Undang-Undang No. 32 tahun 2000. 
f. Rahasia Dagang (Trade Secrets) diatur dalam Undang–Undang 
No. 30 tahun 2000. 
g.  Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety) diatur dalam 
Undang–Undang No. 29 tahun 2000. 
                                                          
24 Achmad Zen Umar Purba, Op. Cit., hlm. 7. 
25 Ibid., hlm.11. 
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Dengan telah diratifikasinya WTO Agreement pada Tahun 1994, 
Indonesia berkewajiban mengimplementasikan perjanjian tersebut ke 
dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem Hak 
Kekayaan Intelektual nasional berdasarkan TRIPs, yang dibagi dalam dua 
bagian. Pertama, mengenai aspek legislasi atau perundang–undangan, 
dan kedua, aspek lain–lain, menyangkut organisasi/administrasi, 
sosialisasi, kerjasama serta penegakan hukum. TRIPs memberikan 
legislative choice yang dapat merupakan peluang bagi negara 
berkembang (developing country) maupun negara kurang maju (least 
developed country) untuk mewujudkan perundang-undangan di bidang KI 
yang sesuai dengan kebutuhannya.26  
Hak Kekayaan Intelektual yang lahir karena daya pikir intelektual 
manusia dan memiliki peranan yang penting, maka dari itu HKI memiliki 
sifat-sifat ialah:27 
a. Mempunyai Jangka Waktu Yang Panjang 
Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan 
tersebut akan menjadi milik umum, tetapi adapula  yang setelah habis 
masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. 
b. Bersifat Eksklusif dan Mutlak 
 HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut 
dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut 
                                                          
26 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan 
HKI), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,hlm.59. 
27  Aprilia Gayatri, Op.Cit. 
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terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau 
pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau 
pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang 
siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan 
ataupun menggunakannya.   
 Kepastian di semua bidang seharusnya diusahakan untuk dicapai di 
dalam masyarakat yang sedang membangun, khususnya dalam hal ini 
kepastian hukum mengenai hak merek. Perekonomian Indonesia dalam 
taraf pembangunan harus dilandasi oleh pembinaan hukum di segala 
bidang. Kepastian hukum harus diusahakan untuk dirasakan oleh 
masyarkat pada umumnya dan khususnya dalam hal ini oleh para 
pengusaha yang menggunakan suatu merek untuk barang-barang hasil 
perusahaanya.28  
B. Perlindungan Merek 
1. Pengertian Merek 
Merek dagang (trademark) sebagai salah satu dari hak kekayaan 
intelektual (intellectual property rights) lebih dulu dikenal atau lahir 
dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten dan 
hak cipta. Merek sudah ada pada tahun 5000 S.M., dalam bentuk cap 
pada hewan sebagaimana dikemukakan oleh ahli arkeologi di 
Semenanjung Eropa Barat.29 
                                                          
28 Djoko Prakoso, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hlm. 42. 
29 Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 1. 
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Undang-Undang Merek Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian 
sebagai berikut: 
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 
angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang dan jasa” 
Basis aturan merek terdapat dalam article 5 (2) Paris Convention dan  
Article 15 (1) dan Article 16(1) TRIPs agreement sebagai berikut : 
Article 5 (2) Paris Convention 
“Use of trademark by the prorietor in a form differing in elements which 
do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was 
registered in one of the countries of the union shall not entail invalidation 
of registration and shall not diminish the protection granted to the mark.”30  
Article 15 (1) TRIPs 
“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the 
goods or service of one undertaking from those of undertakings shall 
capable of constituting of trademark. Such signs, in particular words 
including names, letters, numerals, figurative elements and combinations 
of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for 
registration of trademarks. Where signs are not inherently capable of 
distinguishing the relevant goods or services, member may make 
registerably depend on distinctiveness acquired through use. Member may 
require as a condition of registration that signs be visually perceptible.”31 
                                                          
30 Terjemahan: “Penggunaan merek dari pemilik dalam bentuk dengan unsur – unsur yang 
berbeda tetapi tidak menghilangkan  karakter pembeda dari merek dalam bentuk mana merek 
tersebut didaftarkan di satu negara peserta konvensi, tidak mengakibatkan pembatalan dari 
pendaftarannya dan tidak menghilangkan perlindungan yang telah diberikan sebagai merek 
terdaftar.” 
31 Terjemahan: “Tanda – tanda atau kombinasi dari tanda – tanda yang mampu membedakan 
barang atau jasa satu usaha dari usaha lain harus dapat dijadikan merek dagang. Tanda – tanda 
tersebut dalam kata – kata tertentu masuk nama pribadi, surat, angka, unsur fiquratif dan 
kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda – tanda tersebut harus memenuhi persyaratan 
untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Dalam hal tanda – tanda tidak secaraa inheren mampu 
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Article 16 Paragraph (1) TRIPs 
“The owner of registered trademark shall have the exclusive right to 
prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the 
course of trade identical or similiar signs for goods and services which are 
identical or similiar to those in respect of which are identical or similiar to 
those in respect of which the trademark is registered where such use 
would result in a likelihood of confusion. In case of the use of identical 
signs for identical goods or services, (a likelihood) of confusion shall be 
presumed. The rights described above shall not prejudice any existing 
prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights 
available on the basis of use.”32  
Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha 
memilik kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus 
mempertahankan loyalitas konsumen (costumer’s loyalty)  atas produk 
barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek 
sebagai suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan 
keunggulan kepemilikan (ownership advantages) untuk bersaing di pasar 
global.33  
                                                                                                                                                               
membedakan barang atau jasa yang relevan, negara peserta dapat membuat pendaftaran yang 
didasarkan melalui penggunaan. Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran 
bahwa tanda – tanda yang akan didaftar harus secara visual jelas dirasa  atau dimengerti.” 
32 Terjemahan: “Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua 
pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, 
tanda – tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau 
mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, di mana harus telah 
disimpulkan sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingunan. 
Hak yang dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi 
kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar 
penggunaan.” 
33 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Kencana, 
Jakarta, 2015, hlm. 3-4. 
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Pasal 5 Undang-Undang Merek memberikan batasan bahwa gambar, 
nama, kata, angka, atau susunan warna yang dijadikan merek harus 
memenuhi syarat: 
a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 
b. Memiliki daya pembeda; 
c. Bukan milik umum; 
d. Bukan keterangan yang berkaitan dengan barang dan atau jasa 
yang dimohonkan. 
Daya pembeda dari sebuah merek menurut Perjanjian TRIPs adalah 
satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan 
berdasarkan alasan-alasan tidak terdapatnya daya pembeda diatur dalam 
Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs. Penolakan perlindungan juga 
diperbolehkan sepanjang alasan-alasan terhadap penolakan tidak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris. Pasal 6 
Konvensi Paris menentukan bahwa negara-negara anggota Konvensi 
Paris harus menolak, membatalkan pendaftaran, dan melarang 
pemakaian dari merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau 
terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari 
suatu merek yang dipandang di negara merek berasal terdaftar.34 
Berdasarkan pengertian merek tersebut dapat disimpulkan bahwa 
fungsi merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang dan 
atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain. 
                                                          
34 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal, PT. Alumni, Bandung, 2009. 
Hlm.7. 
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Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek 
sebagai berikut:35 
a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; 
b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya 
cukup dengan menyebut mereknya; 
c. Sebagai jaminan atas mutu barang; 
d. Menunjukkan asal barang dan/atau jasa yang dihasilkan. 
 Merek (trademark) sebagai tanda dengan daya pembeda yang 
digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa mempunyai unsur-
unsur esensial yaitu : 
1) Tanda dengan daya pembeda. 
2) Tanda tersebut harus digunakan. 
3) Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.36 
 Dalam undang-undang digunakan istilah merek dagang dan merek 
jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek 
yang digunakan pada barang sedangkan merek jasa dimaksudkan ialah 
                                                          
35 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Merek, http://www.dgip.go.id/merek, diakses 
pada tanggal 31 Maret 2016, jam 13.35 WITA. 
36 Iman Sjahputra Tunggal, Heri  Herjandono, dan Parjio, Hukum Merek di Indonesia, Harvindo, 
2005, Hlm. 9. 
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merek yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. 
Pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut :37 
1. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Merek mengenai merek 
dagang, ialah:  
“Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama–sama atau badan 
hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.” 
Contoh merek dagang ialah Sunlight untuk bahan pencuci piring yang 
diproduksi oleh PT. Unilever, Honda Brio untuk kendaraan bermotor yang 
diproduksi oleh Honda Motor Company, dan HiLo untuk bahan minuman  
yang diproduksi oleh PT. Nutrifood Indonesia.    
2. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Merek mengenai merek jasa 
adalah: 
“Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.” 
Contoh merek jasa ialah Tiki untuk jasa pengiriman barang yang 
disediakan oleh PT. Tiki Indonesia. Pengakuan terhadap merek jasa 
belum begitu lama, perkembangan yang ditandai dari Konvensi Nice atau 
dikenal dengan The Nice Convention of the International Classification of 
Good and Service for the Purpose of the Registration of Mark (1957). 
                                                          
37 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm.11. 
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Sejak Konvensi Nice, pengakuan untuk pendaftran merek jasa 
berkembang di beberapa Negara lainnya. Di Indonesia, pendaftaran 
merek jasa baru dapat dilakukan yakni sejak berlakunya Undang-Undang 
No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. 
2.  Pendaftaran Merek 
 Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa perlindungan hukum 
terhadap merek diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Dalam 
prosedur pendaftaran merek ada persyaratan substantif (substantive 
requirement) dan persyaratan formal (formal requirement). Persyaratan ini 
mengacu pada Article 15 (3), (4), dan (5) TRIPs. 38  
Article 15  
3) Members may make registrability depend on use. However, 
actual use of trademark shall not be a condition for filling 
application for registration. An application shall not be refused 
solely on the ground that intended that intended use has not 
taken place before the expire of period of three years from the 
date application;39  
4) The mature of goods or services to which a trademark is to be 
applied shall in no case from an obstacle to registration of 
trademark;40 
5) Members shall publish each trademark either before it is 
registered or promptly after it is registered and shall afford 
reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In 
                                                          
38 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 139. 
39 Terjemahan : “Anggota dapat membuat pendaftaran bergantung pada penggunaanya. Namun, 
sebenarnya penggunaan merek dagang tidak akan menjadi syarat untuk mengisi permohonan 
pendaftaran. Aplikasi tidak akan menolak semata-mata atas dasar bahwa dimaksudkan bahwa 
tujuan penggunaan tidak terjadi sebelum berakhir masa 3(tiga) tahun berturut-turut dari masa 
permohonan pendaftaran.”   
40 Terjemahan : “ Barang dan/atau jasa yang telah pasti diterapkan jika tidak ada hambatan dari 
tahap pendaftaran merek dagang.”  
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addition Members may afford an opportunity for the registration 
of trademark to be opposed.41 
 Prinsip first to file yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di 
Indonesia baik perorangan maupun badan hukum, yang pertama kali 
mendaftarkan suatu merek  untuk kelas dan jenis barang dan /atau jasa 
tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan 
untuk kelas dan jenis barang dan/atau jasa tersebut. Hal ini didukung pula  
dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh pemohon 
pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan 
permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah 
pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan 
pendaftaran atas merek yang dimaksud. 42 
 Persyaratan substantif (substantive requirements) untuk pendaftaran 
merek di Indonesia adalah yaitu persyaratan yang berdasarkan ketentuan 
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek bahwa merek 
tersebut dapat didaftar ataupun ditolak jika tidak sesuai dengan ketentuan 
pasal-pasal tersebut.  Persyaratan substantif dalam permohonan 
pendaftaran merek, yaitu : 
1. Iktikad baik. Pasal 4 Undang-Undang Merek  mengatur bahwa: 
                                                          
41 Terjemahan Google: “Anggota konfensi wajib mengumumkan setiap merek dagang baik 
sebelum terdaftar atau segera setelah terdaftar dan mengupayakan wajar kesempatan bagi petisi 
untuk membatalkan pendaftaran, selain itu anggota diberikan kesempatan untuk menentang 
pendaftaran tersebut.”   
42 Rahmi Jened. Op,cit., Hlm. 138. 
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“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh 
pemohon yang beriktikad tidak baik.”  
 Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan 
perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (good faith). Prinsip 
iktikad baik tidak hanya terdapat pada saat permohonan  pendaftaran 
merek, namun iktikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan 
pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.43 
 Makna iktikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). 
Kemudian, iktikad baik (te geode trouw) menurut Kamus Hukum Fockema 
Andreae, adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam 
suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.44 
  R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa iktikad tidak baik terdiri 
dari dua macam, yaitu:45 
a) Iktikad baik  pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum, 
yang biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa 
syarat-syarat dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Hukum 
memberikan  perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, 
sedangkan bagipihak yang beriktikad tidak baik harus 
bertanggung jawab dan menanggung risiko. Iktikad tidak baik ini, 
antara lain, terkandung dalam Pasal 1977 Burgerlijk Wetboek 
(BW) dan Pasal 1963 BW, yang menentukan syarat untuk 
                                                          
43 Ibid., hlm. 94. 
44 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, 
Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), CV. Mandar Maju, Bandung, 
2012,  hlm. 93.  
45 Op. Cit., hlm. 95.  
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memperoleh hak milik barang melalui daluwarsa. Iktikad baik ini 
bersifat subjektif dan statis. 
b) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiba-
kewajiban dalam hubungan hukum itu, sebagaiman diatur dalam 
Pasal 1338 ayat (3) BW, yang bersifat objektif dan dinamis 
mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya serta titik beratnya 
terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah 
pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.   
 Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai iktikad 
baik. Iktikad baik secara umum dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, 
yaitu “Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut”, tidak ada 
penjelasan lebih lanjut mengenai definisi iktikad baik tersebut. Oleh 
karena itu, untuk dapat memahami makna iktikad baik yang lebih jelas 
harus dilihat pada penafsiran iktikad baik dalam praktik pengadilan. 
Dikatakan demikian karena sengketa mengenai iktikad baik dalam 
prakteknya selalu diselesaikan di pengadilan. Dengan demikian, 
perkembangan doktrin iktikad baik lebih merupakan hasil kerja pengadilan 
daripada legislatif yang berkembang secara kasus demi kasus. Hakim 
memegang peranan penting dalam menafsirkan ajaran iktikad baik 
tersebut.46  
  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 N0. 
220/PK/1986 mengenai perkara Nike memberi pertimbangan mengenai 
iktikad baik sebagai berikut:47 
 “Bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang 
buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas 
                                                          
46 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, hlm. 7. 
47 Rahmi Jened, Op. Cit., hlm. 96. 
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menampakkan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari 
menggunakan merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa 
pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 
orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beriktikad 
buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan 
dan nama merek dagang yang telah terkenal itu.” 
  Elemen pemohon beriktikad baik menurut penjelasan Pasal 4 Undang-
Undang Merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya ialah: 
1) secara layak dan jujur; 
2) tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak 
ketenaran merek pihak lain; 
3) demi kepentingan usahanya; 
4) yang berakibat kerugian kepada pihak lain itu atau menimbulkan 
kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan 
konsumen. 
 Beritikad tidak baik yang dimaksudkan bila inovasi tersebut 
merupakan jiplakan inovasi dari orang lain dan tidak ada unsur kebaruan 
dari inovasi yang sudah ada. Beritikad tidak baik pada Merek adalah 
pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dan mempunyai 
niat untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek dari 
orang lain dan mempunyai keinginan untuk mengambil keuntungan dari 
pendaftaran merek tersebut. Jika merek pemohon terbukti mela nggar hak 
orang lain, maka merek yang digunakan dengan itikad tidak baik, harus 
dihapus dari Daftar Umum Merek pada Dirjen KI dan negara tidak akan 
memberikan perlindungan hukum bagi merek yang dilandasi dengan 
dasar itikad tidak baik.48 
                                                          
48 Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, dan Parjio, Op. Cit., Hlm.9. 
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2. Merek yang tidak dapat didaftarkan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Merek, diatur bahwa: 
“Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu 
unsur dibawah ini: 
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 
b. Tidak memiliki daya pembeda; 
c. Telah menjadi milik umum; 
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 
yang dimintakan pendaftaran. 
 
 Ketentuan Pasal 5 yang bersifat universal dan alasannya bersifat 
objektif harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksaan merek.49 
Pasal 5 tersebut bersifat alternatif yang berarti jika salah satu unsur 
dilanggar, sudah cukup memberikan alasan untuk menyatakan bahwa 
merek yang diajukan tidak dapat didaftarkan.50  
3. Merek yang harus ditolak. Diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 
Merek bahwa: 
(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI 
apabila merek tersebut : 
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. 
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan merek yang sudah terkenal ,milik pihak lain untuk 
barang dan/atau jasa sejenis. 
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b dapat 
pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak 
                                                          
49 Insan Budi Maulana, Op. Cit., hlm. 102. 
50 Anne Gunawati, Op. Cit., hlm. 108. 
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sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan 
diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 
merek tersebut: 
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau 
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari yang berhak. 
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 
bendera, lambang atau simbol etau emblem negara atau 
lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 
resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, 
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
 Ada dua dasar atau alasan bagi Ditjen KI menolak setiap permohonan 
pendaftaran merek, yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara 
relatif. Penolakan secara absolut adalah karena sifatnya yang universal 
dan karena alasan yang bersifat objektif dalam hal harus diketahui dan 
dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan bisa juga karena ketentuan 
itu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek di banyak negara 
walau diatur dalam susunan yang berbeda. Sedangkan alasan yang 
bersifat relatif adalah karena penolakan itu bisa terjadi karena alasan yang 
bersifat subjektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan 
pemeriksa merek dan juga karena tidak semua negara mencantumkan 
ketentuan tersebut.51 
 Sedangkan, persyaratan formal pendaftran merek diatur mulai dari 
Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Merek. Pada dasarnya 
                                                          
51 Iswi Hariyani, Op. Cit., Hlm. 93. 
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persyaratan formal menyangkut dokumen administratif yang harus 
dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan 
Pasal 7 mengatur syarat dan tata cara permohonan pendaftaran 
merek: 
1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
kepada Ditjen KI Departemen Hukum dan HAM dengan 
mencantumkan: 
a) tanggal, bulan, dan tahun; 
b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 
c) nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan 
melalui kuasa; 
d) warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 
menggunakan unsur-unsur warna; 
e) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali 
dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 
2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 
3) Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara 
bersama, atau badan hukum. 
4) Permohonan dilampiri bukti dengan bukti pembayaran. 
5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon 
yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua 
nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat 
sebagai alamat mereka. 
6) Dalam hal permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu 
dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan 
melampirkan persetujuan tertulis daripada pemohon yang 
mewakilkan. 
7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5) 
diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani 
oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. 
8) Kuasa sebagaimana tersebut di atas adalah konsultan hak 
kekayaan intelektual. 
9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai 
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan 
pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatan diatur dengan 
keputusan presiden. 
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 Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Merek mengatur tentang 
permohonan pendaftaran untuk dua kelas barang  dan/atau jasa atau 
lebih dalam satu permohonan. Pasal 9  Undang-Undang Merek mengatur 
bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan oleh orang 
asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian 
Pasal 10 Undang-Undang Merek mengatur tentang permohonan yang 
diajukan oleh kuasa dari pemohon yang bertempat tinggal atau 
berkedudukan di luar Indonesia, sedangkan Pasal 11 dan Pasal 12 
Undang-Undang Merek mengatur tentang permohonan pendaftran merek 
dengan hak prioritas. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas 
wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan 
pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas 
tersebut. 52  
 Pemenuhan persyaratan formal (formal requirements) dan 
pemenuhan persyaratan substantif (substantive requirement), mengingat 
dalam first to file system (stelsel konstitutif), negara yang memegang 
otoritas pendaftaran. Negara sebelum menyatakan keadaan hukum baru 
(konstitutif), harus menelaah kelengkapan dan kebenaran persyaratan 
formal (formal requirements) terlebih dahulu sebelum memeriksa 
persyaratan meteriel substantif (substantive requirements). Dengan 
demikian, ketika persyaratan formal dan substantif telah terpenuhi, akan 
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diterbitkan sertifikat merek oleh negara. Sertifikat adalah bukti keabsahan 
kepemilikan merek yang merupakan keputusan final dari negara.53 
TRIPs dan Paris Convention memberikan penjelasan bahwa 
pendaftaran awal dan setiap perpanjangan pendaftaran merek dagang 
dapat dilakukan untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun. 
Pendaftaran merek dagang akan dapat diperbarui tanpa batas. Namun 
tidak dalam kasus apa pun perpanjangan pendaftaran merek di negara 
asal melibatkan kewajiban untuk memperbarui pendaftaran di negara-
negara lain peserta konvensi di mana merek telah terdaftar. Perlindungan 
hukum dan pengeksploitasian merek berlaku selama jangka waktu 
perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Jangka waktu 
perlindungan merek terdaftar diberikan sesuai dengan prinsip keadilan 
bahwa minimum penggunaan yang layak adalah 7 (tujuh) tahun. 
Sedangkan Undang-Undang Merek menetapkan lebih tinggi dari standar 
minimum yang ditetapkan TRIPs yakni 10 (sepuluh) tahun 
pengeksploitasian merek untuk kepentingan komersil dan agar tidak 
terkena pembatalan ‘non use’ 3 (tiga) tahun berturut-turut.54 
Berdasarkan TRIPs bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki 
hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin 
pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda – tanda 
yang sama persis atau memiliki kemiripan untuk barang atau jasa yang 
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sama atau mirip dengan barang atau jasa atas nama merek yang telah 
didaftarkan, di mana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa 
penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang 
dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan 
memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan 
hak merek dagang atas dasar penggunaan. 55 
3.  Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek 
Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 
61 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek. 
a. Penghapusan Pendaftaran merek 
Merek yang telah terdaftar di Direktorat Merek dapat dihapus dari 
daftar umum merek. Konsekuensi dari merek yang telah didaftar di 
Direktorat  Merek adalah harus dipergunakan sesuai dengan permintaan 
pendaftarannya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek 
bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah 
terdaftar dipergunakan sesuai kelas barang dan jasa yang didaftarkan 
juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila 
merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan 
pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.56 
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Basis aturan penghapusan ialah pada Article 19 TRIPs Agreement 
sebagai berikut : 
1. If use is required to maintain a registration, the registration  may be 
cancelled only after an uninterrupted period of at least three years 
of non-use, unless valid reasons based on the existence of 
obstacles to such use are shown by the trademark owner. 
Circumstance arising independently of the will of the owner of the 
trademark which constitute an obctacle to the use of the trademark, 
such as import restrictions on or other government requirements 
for goods or services protected by the trademark, shall be 
recognized as valid reasons for non-use. 
2. When subjek to the control of its owner, use of trademark by 
another person shall be recognized as use of the trademark for the 
purpose of maintaining the registration. 
Dari Article 19 TRIPs Agreement menjelaskan bahwa jika penggunaan 
dipersyaratkan untuk mempertahankan pendaftaran, maka pendaftaran 
dapat dibatalkan hanya setelah merek tidak digunakan sama sekali 
selama setidaknya 3(tiga) tahun, kecuali alasan tidak digunakannya merek 
dapat ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Keadaan yang timbul dari 
kehendak pemilik merek yang menjadi hambatan digunakannya merek, 
seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk 
barang dan atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut, harus diakui 
sebagai alasan sah merek tidak digunakan (non use). Saat penggunaan 
merek tunduk pada kontrol pemilik merek, penggunaan merek tersebut 
oleh orang lain harus dianggap untuk tujuan mempertahankan  
pendaftaran.57 
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Penghapusan Merek terdaftar yang berlaku sekarang diatur dalam 
Bab VIII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari 
Pasal 61 sampai Pasal 67 Undang-Undang Merek. Berdasarkan Pasal 61 
ayat (2) Undang-Undang Merek, alasan penghapusan merek adalah:58 
a) Merek tidak digunakan (non use) tiga tahun berturut-turut dalam 
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau 
pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima 
oleh Ditjen HKI. 
b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai 
untuk jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, 
termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang 
didaftar. 
Adapun penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek 
ialah bahwa yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah 
penggunaan merek tersebut pada produksi barang dan atau jasa yang 
diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal 
terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan 
masih beredar di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 61 
ayat (2) Huruf b Undang-Undang Merek ialah ketidaksesuaian dalam 
penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau 
huruf atau ketidaksesuain dalam penggunaan warna yang berbeda.59 
Pasal 62 (1) Undang – Undang Merek mengatur: “Permohonan 
penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik merek atau Kuasanya, baik 
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sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada 
Direktorat Jenderal.” 
Pasal 63  Undang-Undang Merek yang mengatur: 
“Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula diajukan 
oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.” 
Dalam ketentuan tiga pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa 
penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 
pertama atas prakarsa Direktorat KI, kedua oleh pemilik merek sendiri dan 
ketiga, dengan gugatan pihak ketiga. 
b. Pembatalan Pendaftaran Merek 
Pembatalan merek adalah suatu proses yang ditempuh oleh salah 
satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari 
suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan 
keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak 
percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang 
bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan. Beberapa 
yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan 
merek terdaftar (invalidity), kebatalan (nullity) atau gugatan pembatalan 
(retification/revocation action). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan 
pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut 
didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut (absolute grounds) 
40 
 
ataupun alasan relatif (relative grounds). 60 Pembatalan pendaftaran merek 
diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek.    
Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek mengatur bahwa: 
1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak 
yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. 
2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan 
Permohonan kepada Direktorat Jenderal. 
3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada Pengadilan Niaga. 
4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar 
wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada 
Pengadilan Niaga di Jakarta. 
Dari pasal di atas dapat dijelaskam bahwa gugatan pembatalan 
pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan 
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, 
Pasal 6, yang dimana pihak berkepentingan itu antara lain jaksa, yayasan 
atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis atau lembaga 
keagamaan.61 
Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam 
jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun 
terdapat pengecualian atas pembatasan waktu tersebut dikarenakan 
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gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek 
yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, 
atau ketertiban umum. Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, 
kesusilaan atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut 
dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau 
keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. 
Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban 
umum adalah adanya iktikad tidak baik.62 
Sama halnya dengan penghapusan merek, pembatalan pendaftaran 
merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan mencoret merek 
yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan catatan 
tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran 
suatu merek dari Daftar Umum Merek tersebut juga diumumkan dalam 
Berita Resmi Merek.63 
C. Tinjauan Umum Merek Terkenal 
1. Pengertian Merek Terkenal 
Pengertian merek terkenal dapat disimpulkan dengan memperhatikan 
kriteria atas suatu merek, yaitu :64 
“selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, 
penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan 
yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang 
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disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika 
ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat 
memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independen) untuk 
melakukan survey guna memperoleh simpulan mengenai terkenal atau 
tidaknya merek yang bersangkutan.” 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa merek terkenal ialah 
suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan 
pada reputasi yang diperoleh karena promosi yang terus menerus oleh 
pemilik merek yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai 
negara.65 
Sedangkan dalam Perjanjian TRIPs, Merek Terkenal terdapat pada 
Pasal 16 ayat 2 bahwa menentukan apakah suatu merek terkenal adalah 
dengan mempertimbangkan pengetahuan dari masyarakat konsumen 
pemakai merek tersebut, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari 
anggota negara sebagai hasil dari promosi merek tersebut.66 
Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek yang mengatur 
bahwa:67 
(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI 
apabila merek tersebut : 
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. 
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan merek yang sudah terkenal ,milik pihak lain untuk 
barang dan/atau jasa sejenis. 
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c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal. 
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ayat di atas ialah: 
“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang 
sejenis dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat 
mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping 
itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena 
promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di 
dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti 
pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas 
belum dianggap cukup, Pengadilan Negara dapat memerintahkan 
lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh 
kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar 
penolakan.” 
 Dari penjelasan di atas,  unsur untuk menentukan kriteria suatu 
merek terkenal, yakni: 
1. Pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut. 
2. Reputasi suatu merek karena promosi yang gencar, dan investasi 
di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya. 
3. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. 
Rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal juga dijelaskan dalam 
World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai berikut:68 
                                                          
68 terjemahan : “1. Tingkat pengetahuan dan pengenalanmengenai merek tersebut dalam sektor 
publik yang bersangkutan; 2. Jangka waktu, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan 
penggunaan merek; 3. Jangka waktu, jangkauan dan daerah geografis dari promosi suatu merek, 
termasuk pengiklanan, dan pemasaran, serta  presentasi pada saat pameran  dari barang-barang 
atau jasa-jasa merek tersebut;  4. Jangka waktu, dan daerah geografis dari setiap pendaftaran 
dan/atau setiap aplikasi untuk pendaftaran sampai pada tingkatan pertama yang merefleksikan 
penggunaan atau pengakuan merek ; 5. Catatan baik dari penegak hukum atas hak yang melekat 
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1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant 
sector of the public; 
2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark; 
3. the duration, extent, and geographical area of any promotion of the 
mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs 
or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark 
applies; 
4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any 
applications for registration, of the mark, to the extent that they 
reflect use or recognition of the mark; 
5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in 
particular, the extent to which the mark was recognized as well 
known by competent authorities; 
6. the value associated with the mark. 
Dari beberapa kriteria tersebut merek terkenal mengandung makna 
“terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat yang menyimpulkan 
bahwa merek dikenal luas dalam sektor-sektor yang relevan di dalam 
masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun 
reputasi (image). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, 
melainkan dapar diperoleh melalui penggunaan secara aktual dengan 
cara meletakkan barang dan jasa di pasaran.69 
2. Perlindungan Merek Terkenal  
 Rumusan perlindungan terhadap merek terkenal secara internasional 
diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris maupun Pasal 16 
Perjanjian TRIPs. Perlindungan merek terkenal diatur dalam Article 6 bis 
Paris Convention yang menetapkan bahwa negara anggota Konvensi 
                                                                                                                                                               
pada merek sampai merek tersebut diakui sebagai merek (terkenal/terdaftar/ternama) oleh 
pejabat yang berwenang. 6. Nilai yang berkaitan atau yang terkait dengan merek tersebut. ” 
 
69 Rahmi Jened, Op. Cit., Hlm. 241. 
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Paris harus mengambil tindakan secara ex-officio jika diizinkan oleh 
peraturan perundang-undangan atau atas dasar permintaan suatu pihak 
yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran untuk 
melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, 
suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, 
suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara di 
mana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang 
dikenal dalam negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang 
berhak untuk itu berdasarkan Konvensi Paris dan digunakan untuk produk 
yang identik atau produk yang mirip. Aturan ini juga berlaku pada bagian 
esensial dari merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek yang 
dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan. Suatu periode 
paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftarannya harus 
dimungkinkan untuk pembatalan merek tersebut di atas negara anggota 
konvensi dapat menyediakan suatu periode di mana larangan 
penggunaan diajukan. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk 
permintaan pembatalan penghapusan pendaftaran merek atau larangan 
penggunaan dari merek terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.70 
  Dalam ketentuan Pasal 16 Perjanjian TRIPs mengenai perlindungan 
merek terkenal memberikan pemahaman akan hak-hak tertentu, 
khususnya penggunaan merek yang sama atau serupa dengan barang 
dan/atau jasa yang sama yang dapat menyebabkan kebingungan, 
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meskipun tidak berkembang menjadi delusi atau kesalahpahaman. Dalam 
pengaturan hukum merek Indonesia, perlindungan merek terkenal 
didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-
Undang Merek, serta Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perlindungan merek terkenal 
pada prinsipnya diberikan untuk barang dan/jasa yang sejenis, sedangkan 
terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis diberikan pula 
perlindungan apabila memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.71 
3. Merek Terkenal Well-Known dan Famous 
Terjadinya perbedaan kemasyhuran suatu merek membedakan 
pula tingkat derajat kemasyhuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada  
3 (tiga) jenis merek yang dikenal oleh masyarakat yaitu: merek biasa, 
merek terkenal (well-known), dan merek Termasyhur (famous).72 
Beberapa yurisdiksi memperlakukan famous marks dan well-known 
marks dalam arti yang sama. Namun demikian, kebanyakan yurisdiksi 
membedakan antara famous marks dan well-known marks.73  
a. Merek terkenal (well-known) 
Merek terkenal well-known ialah merek yang memiliki reputasi tinggi 
karena memiliki kekuatan untuk menarik perhatian masyarakat. Merek 
terkenal well-known sebagian besar dikategorikan jenis barang atau jasa 
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kebutuhan sehari-hari masyarakat. Merek terkenal well-known biasanya 
dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran, sehingga merek 
terkenal well-known hanya dilindungi untuk barang dan/atau jenis yang 
terkait dengan pendaftarannya.74 
Contoh dari merek terkenal well-known adalah merek dagang IKEA 
milik Inter Ikea System, B.V.  berupa keperluan rumah tangga, yang 
dimana harga barang mudah dijangkau oleh masyarakat serta 
pengetahuan masyarakat di dalam maupun di luar negeri yang baik 
tentang merek ini. Adapula produk Samsung yang dikenal sebagai produk 
gadget yang smart, user friendly, dan up to date, sehingga mudah 
dipergunakan oleh masyarakat dan tidak ketinggalan jaman.  
b. Merek Terkenal (Famous) 
Dibandingkan dengan merek terkenal well-known, merek terkenal 
famous memiliki nilai reputasi yang tinggi. Merek terkenal famous sering 
membutuhkan untuk terdaftar terlebih dahulu di negara asalnya untuk 
mendapatkan perlindungan hukum. Karena memiliki reputasi yang paling 
tinggi, sehingga segala jenis barang yang berada dalam kategori merek 
terkenal famous menimbulkan kelas exclusive. Contohnya, jenis 
kendaraan mobil Mercedes Benz. Perbandingan yang paling mudah 
diketahui yaitu merek terkenal famous lebih menunjukkan sisi 
keeksklusifannya  dibandingkan dengan merek terkenal well-known, yang 
walaupun  pemasarannya hampir dilakukan di seluruh negara  dengan 
                                                          
74 Ibid. 
48 
 
reputasi internasional, produksinya hanya untuk golongan tertentu saja 
dengan harga yang sangat mahal. Berbeda dengan merek terkenal well-
known yang produknya merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat 
luas.75  
4. Hak Prioritas 
Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan 
yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the 
World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa 
tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari 
kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun 
waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property.76 Di Indonesia pendaftaran merek 
dengan Hak Prioritas diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang 
Merek sebagai berikut: 
Pasal 11 
Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam 
waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan 
permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, 
yang merupakan anggota Paris Convention for the Protectionof Industrial 
Property atau anggota Agreement Establishing the World  Trade 
Organization. 
 
                                                          
75 Dwi Rezki Sri Astarini, Op. Cit., Hlm. 46. 
76 Ahmadi Miru, Op. Cit., Hlm. 32. 
49 
 
 
Pasal 12 
(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam 
Bagian Pertama bab ini. Permohonan dengan menggunakan hak 
prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan 
permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang 
menimbulkan hak prioritas tersebut.  
(2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
(3) Dalam hak ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(1) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan 
hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan 
tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas. 
 
Ketentuan yang dimaksudkan pada Pasal 11 untuk menampung 
kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property 1883  (sebagaimana 
telah beberapa kali diubah) atau Agreement Establishing the World Trade 
Organization.  
Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan 
dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan 
permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, 
yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial 
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Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade 
Organization.77  
 Dalam Konvensi Paris, hak prioritas diatur dalam Pasal 4 Konvensi 
Paris. Rumusan pasal tersebut ialah setiap orang yang mengajukan 
permohonan atau penggunaan merek dagang, di salah satu negara 
peserta konvensi, atau ahli warisnya. akan mendapatkan hak prioritas 
dalam pengajuan di negara peserta lainnya selama periode waktu yang 
akan ditetapkan kemudian. Hak prioritas merupakan wujud dari prinsip 
National Treatment dan Most Favoured Nation yang diatur dalam 
Perjanjian TRIPs yang mengacu pada Konvensi Paris dan GATT.78 
 Hak prioritas wajib diakui pada setiap pendaftaran secara nasional 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara 
anggota Konvensi Paris atau setelah adanya perjanjian bilateral. Dengan 
pendaftaran nasional maka tanggal penerimaan pendaftaran (filling date) 
di negara terkait layak ditetapkan.79  
 Sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia 
wajib menyesuaikan ketentuan yang mengatur tentang hak prioritas 
sebagai berikut:80 
a. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek 
dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan. 
                                                          
77 Ibid. 
78 Rahmi Jened,  Op. Cit., Hlm. 162 
79 Ibid., Hlm. 163. 
80 Ibid., Hlm. 164. 
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b. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan 
permohonan pendaftaran pertama di negara asal atau salah satu 
negara anggota Konvensi Paris. Dalam hal ini tanggal pengajuan 
tidak termasuk dalam penghitung jangka waktu enam bulan dan jika 
jangka waktu terakhir adalah hari libur atau di mana kantor merek 
tutup, maka jangka waktu pengajuan diperpanjang sampai pada 
permulaan hari kerja berikutnya. 
c. Wajib memenuhi persyaratan materil/substantif dan formil. 
d. Diajukan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan terhitung 
sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (filling 
date) yang pertama kali di negara lain yang merupakan anggota 
Paris Convention dan/atau WTO. 
e. Melampirkan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran 
merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut 
dan dalam hal ini kantor merek dapat meminta agar bukti-bukti 
tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Pasal 2 
Undang-Undang Merek). Dalam bukti penerimaan dan terjemahan 
tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya hak untuk mengajukan permohonan dengan hak 
prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa 
menggunakan hak prioritas (Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 
Merek). 
 
Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan 
persyaratan pendaftaran merek, khususnya yang berkaitan dengan 
persyaratan formil (kelengkapan administrasi). Apabila dari hasil 
pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan (formil), 
maka:81 
a. Merek yang pengajuannya non hak prioritas wajib dilengkapi dalam 
waktu selambat-lambatnya dua bulan terhitung sejak tanggal 
pengiriman ‘Surat Permintaan Pemenuhan Kelengkapan 
Persyaratan’. Waktu dua bulan ini dihitung sejak tanggal 
penerimaan surat tersebut oleh si alamat yang dibuktikan adanya 
Berita Penerimaan Kantor Pos yang telah ditanda tangani pegawai 
                                                          
81 Ibid., Hlm. 165. 
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pos dan si alamat, yang  kemudian akan dikirim  kembali ke kantor 
merek; 
b. Merek yang pengajuannya dengan hak prioritas wajib dilengkapi 
dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal 
berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran 
merek dengan hak prioritas. Jika tidak dilengkapi, maka 
permohonan akan diproses seperti permohonan biasa tanpa 
menggunakan hak prioritas. 
 Jika hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan adalah 
berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, 
maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling 
lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan 
permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya Pasal 14 
Undang-Undang Merek menentukan bahwa apabila kelengkapan 
persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka yang telah ditentukan, 
maka Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau 
kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. Untuk itu segala 
biaya  yang telah dibayarkan kepada Ditjen tidak dapat ditarik kembali. 
Selanjutnya prosedur yang berlaku sejak seperti lazimnya prosedur 
pendaftaran merek yang non-prioritas.82 
 
                                                          
82 Ibid., Hlm. 165-166. 
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5. Iktikad Baik 
Asas iktikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum 
Romawi asas ini disebut Bonafides. Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian. Pertama, 
iktikad baik dalam pengertian arti subyektif, dalam bahasa Indonesia, 
iktikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam 
pasal 530 KUHP Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai 
kedudukan berkuasa (bezit). Iktikad baik dalam arti subyektif ini 
merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian kedua yaitu 
iktikad baik dalam arti obyektif, dalam bahasa Indonesia disebut 
kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) pasal 1338 KUH Perdata 
yang menetapkan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 
baik.” 
Mengutip pasal 1338 (3) KUH Perdata, kejujuran (iktikad baik) tidak 
terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi 
kejujuran adalah suatu hal yang bersifat dinamis. 
Dalam perjanjian dikenal asas iktikad baik, yang artinya setiap orang 
yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Dinyatakan 
oleh Muhammaad Faiz bahwa:83 
                                                          
83 Setia Dharma, Iktikad Baik Dalam Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Madani, http://lbh-
madani.blogspot.co.id/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum.html, diakses pada 30 Agustus 2016, 
pukul 14.00 WITA. 
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"Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk 
dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui 
peristiwa-peristiwa dipengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan 
perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan".  
Kesulitan dalam perumusan mengenai definisi iktikad baik tersebut 
tidak menjadikan iktikad baik sebagi suatu istilah yang asing, melainkan 
hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, 
termasuk dalam Black's Law Dictionary.  
Iktikad baik menurut M.L Wry adalah:84 “Perbuatan tanpa tipu daya, 
tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak 
lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan 
melihat kepentingan orang lain.” 
Dalam Black’s Law Dictionary, iktikad baik didefenisikan sebagai:85 “In 
or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud 
truly, actually, without simulation or pretense.” 
Iktikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian 
dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari 
ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, 
saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. 
Melepaskan diri dari keharusan adanya iktikad baik dalam setiap 
hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya 
                                                          
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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sendiri, kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling 
memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial 
 Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran merek 
adalah Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang 
diajukan pemilik Merek yang beriktikad baik (good faith). Hal ini ditegaskan 
dalam Undang-Undang Merek 2001 Pasal 4 yang menetapkan: “Merek 
tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang 
beriktikad tidak baik”.  
Pada bagian Penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa:  
“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan 
Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk 
membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi 
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu 
atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau 
menyesatkan konsumen.”  
Contohnya : “Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara 
umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki pada  
pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  Dagang A tersebut. Dalam 
contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-
tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek 
Dagang yang sudah dikenal tersebut.”   
 Selanjutnya, di dalam pembicaraan tentang pemilik merek yang 
beriktikad baik, Undang-Undang Merek tidak memberikan penjelasan 
mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut. Untuk itu, tidak ada 
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salahnya bila kita melihat dahulu beberapa yurisprudensi Mahkamah 
Agung yang di dalamnya telah mempertimbangkan mengenai batasan 
pemilik merek beriktikad baik. Putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 
Januari 1986, Putusan No. 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 
dan Putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987, Mahkamah 
Agung berpendapat pemilik merek yang beriktikad tidak baik karena telah 
menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada 
keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Disitu telah terjadi 
peniruan merek yang sah milik orang lain, meskipun yurisprudensi-
yurisprudensi tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 21 tahun 
1961 tentang merek, namun masih dapat dipergunakan sebagai bahan 
perbandingan dengan diberlakukannya Undang-Undang Merek  2001.86 
 Menurut Arthur S. Hurtkamp, pembuktian unsur iktikad baik dapat 
dilakukan melalui dua syarat yaitu:87 
1. Objective Test, yaitu mengenai kepatutan bahwa salah satu 
pihak tidak dapat membela diri dengan mengatakan bahwa ia 
telah berlaku adil dan jujur dalam melaksanakan tindakannya.  
2. Subjective Test, yaitu keadaan dikarenakan ketidaktahuan salah 
satu pihak akan suatu hal yang telah ada atau terjadi 
sebelumnya.  
                                                          
86 Putri Ayu Priamsari,  Penerapan Iktikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali), Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010. 
87Ridwan Khairandy, Op.Cit.,  hlm. 55. 
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 Merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, artinya jika seseorang 
mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik 
orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak 
dapat didaftarkan. Persyaratan iktikad baik juga berarti bahwa untuk dapat 
didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk 
digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur  
dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek.88 
 Keberadaan iktikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat 
memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, iktikad baik sebagai 
sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi 
hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan iktikad baik dalam 
hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum 
dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang 
tidak memiliki iktikad baik, sikap batin di sini mengarah pada ‘kesengajaan 
sebagai bentuk kesalahan’ pembuat yang secara psikologis menyadari 
perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada 
perbuatan tersebut.89 
 
 
 
 
                                                          
88 Putri Ayu Priamsari, Op.Cit. 
89 Setia Dharma, Op.Cit. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penilitian hukum 
normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem 
norma.90 Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, 
norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan 
pengadilan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganilisis 
mengenai penyelesaian sengketa merek sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264  K/Pdt.Sus-HKI/2015. 
B. Metode Pendekatan 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan undang-undang (statutory approach) yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan 
dengan isu hukum, pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan 
dengan cara mengkaji kasus-kasus terkait isu yang dihadapi dan 
mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal 
ini penulis akan mengkaji kasus sengketa merek penghapusan merek 
dagang asing IKEA dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 
K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 
                                                          
90 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum,  Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 
35. 
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yang dilakukan dengan meneliti konsep-konsep dari pendapat ahli hukum 
(doktrin hukum)  yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.   
C. Bahan Hukum 
 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum sekunder.  
1. Badan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang 
penulis gunakan dalam penulisan ini yakni Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 264 K/Pdt.sus-HKI/2015. 
2. Badan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Merek berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 
D. Analisis Bahan Hukum 
Analisis Bahan yang telah diperoleh dari bahan hukum primer yaitu 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan bahan hukum sekunder yaitu doktrin-
doktrin yang terdapat pada buku ataupun jurnal dan internet yang 
mengulas mengenai merek, selanjutnya melalui kegiatan penelitian akan 
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dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan permasalahan,  
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, 
menguraikan dan menjelaskan yang erat kaitannya dengan sengketa 
merek khususnya penghapusan pendaftaran merek dagang asing di 
Indonesia. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penghapusan Merek Terkenal Terdaftar dengan Merek Baru 
Yang Sama Berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia. 
Berdasarkan Undang-Undang Merek, Penghapusan merek terdaftar 
dapat dilakukan oleh 3 pihak, yaitu: 
3. penghapusan dilakukan oleh pemilik merek sendiri;  
4. penghapusan dilakukan atas prakarsa Direktorat Merek; dan 
5. penghapusan yang dilakukan atas perintah pengadilan 
berdasarkan gugatan dari pihak ketiga.  
 Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik 
merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang  
dagang. Dengan didaftarkannya suatu merek, pemilik tersebut mendapat 
hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.91 
Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Merek pada intinya menentukan 
bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh 
negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu 
dengan menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak 
lain dengan iktikad baik. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus 
tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang 
                                                          
91 Dwi Rezki Sri Astarini, Op.Cit., hlm. 69. 
62 
 
dan atau jasa yang sejenis, kecuali telah mendapat izin dari pemilik merek 
terdaftar.92  
Pasal 28 Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu 
perlindungan merek terdaftar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak 
tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Jangka 
waktu ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan 
TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek selama 7 
tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Akan tetapi, dalam jangka 
waktu tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya permohonan 
pembatalan ataupun penghapusan merek yang telah terdaftar, jika dalam 
jangka waktu tersebut terdapat pelanggaran merek.93 
Pada dasarnya, penghapusan merek terdaftar dilakukan jika merek 
tidak digunakan secara 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan jika merek 
digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan, dimana ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 61 apyat (2) Undang-Undang Merek. Dengan 
demikian, permohonan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga 
yang memiliki merek yang mempunyai kesamaan pada keseluruhannya 
dengan merek yang terdaftar sesuai dengan sengketa merek ‘IKEA’  
melawan ‘ikea’ milik PT. Ratania Khatulistiwa Surabaya , tidak diatur 
dalam Undang-Undang Merek, maka dari itu penulis lebih mengacu 
kepada penggunaan merek dagang baru yang sama oleh satu pihak 
                                                          
92 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 193. 
93 Dwi Rezki Sri Astarini, Op.Cit., hlm. 53. 
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dengan merek dagang terkenal yang telah terdaftar terlebih dahulu milik 
pihak lain. Suatu merek baru akan ditolak pendaftarannya jika memiliki 
persamaan pada pokoknya (mirip) atau persamaan secara keseluruhan 
(identik) dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu yang dimana 
diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek.  
Penolakan permohonan terhadap merek yang mempunyai persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang 
dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan 
umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang 
bersangkutan.94   
Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka 
seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama 
dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain. Persamaan itu tidak saja sama 
secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip, dan yang 
berarti merek tersebut secara totalitas ditiru. Yang dimaksudkan dengan 
persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh 
adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek 
yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik 
mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, cara penulisan atau 
                                                          
94 Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm. 17. 
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kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaaan bunyi ucapan yang 
terdapat dalam merek tersebut.95 
Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan  
persamaan pada pokoknya, yakni :96  
1. Similarity in appearance (kemiripan dalam hal penampilan), yang 
dalam arti dapat membingungkan dalam bentuk penggambaran.  
contoh : ▲ = ▼ 
2. Similarity in sound (kemiripan bunyi/pengucapan), yang dalam arti 
dapat membingungkan dalam bentuk pengucapan. 
contoh : Bally = Belly 
3. Similarity in concept (kemiripan dalam konsep makna), di mana arti 
dalam suatu bentuk memiliki persamaan dalam pengucapan. 
contoh : * = star 
 Berdasarkan konsep persamaan pada pokok atau keseluruhannya 
di atas, maka penulis akan menganalisis apakah merek ‘ikea. milik PT. 
Ratania Khatulistiwa memiliki persamaan pada pokok atau 
keseluruhannya dengan merek ‘IKEA’ milik Inter Ikea BV asal Swedia. 
                                                          
95 Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 359. 
96 Ibid., Hlm. 360. 
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 Dalam hal untuk melancarkan produksi dan pemasaran produk-
produknya, maka PT. Ratania Khatulistiwa perusahaan asal Surabaya 
memilih dan menentukan merek untuk produknya yakni ‘ikea’ yang 
merupakan singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Dimana dalam 
penjelasan putusan dijelaskan uraian dari ‘ikea’ tersebut adalah:97 
- i : Intan, akronim dari Industri Rotan; 
- k : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum     
                 Penggugat (PT. Ratania Khatulistiwa); 
- e : Esa, yang berarti satu atau tunggal; 
- a : Abadi, yang berarti kekal atau selamanya. 
Menurut penulis penggunaan intan sebagai akronim dari industri rotan 
dapat menimbulkan kekeliruan, di mana jika masyarakat mengetahui 
secara minim maka yang dapat mereka simpulkan bahwa intan dalam 
kata “ikea” tersebut merupakan salah satu batu mulia. Seharusnya dalam 
pemilihan suatu merek seyogyanya menggunakan kata yang memiliki arti 
pasti dan jelas. 
 Sedangkan, merek ‘IKEA’ milik Inter Ikea, B.V asal Swedia, 
merupakan singkatan dari:98 
- I : Ingvard 
                                                          
97 Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015), hlm. 3. 
98 Putusan Mahkamah Agung No. 39/Merek/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst, hlm. 2. 
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- K : Kampard 
- E : Elmtaryd 
- A : Agunnaryd 
Nama merek “IKEA” = Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd adalah 
nama dari pemilik atau penciptanya asal Swedia. Merek “IKEA” milik Inter 
Ikea System mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, artinya merek “IKEA” 
bukan berasal dari kata umum yang dapat ditemukan dalam kamus 
bahasa manapun,  oleh karena itu, merek “IKEA” disebut sebagai “merek 
yang ditemukan atau diciptakan” atau disebut juga dalam Bahasa 
Inggrisnya yaitu “Coined Mark”  atau dikenal juga dengan istilah “Invented 
Mark”. Ingvar Kamprad dan merek “IKEA” saling terkait atau melekat erat 
antara Ingvar Kamprad sebagai yang menciptakan dan menemukan nama 
merek “IKEA” sebagai nama merek asli yang tidak mempunyai arti dalam 
kamus bahasa manapun dan nama merek IKEA tersebut digunakan pula 
untuk nama perusahaannya.99 
 Lebih lanjut, ditinjau dari segi logo dari masing-masing perusahaan, 
secara kasat mata keduanya memiliki kemiripan. 
.    
                                                          
99 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 39 / Merek / 2011 / PN. Niaga. Jkt. Pst. 
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Logo merek ‘IKEA’ milik Inter Ikea asal Swedia seperti pada gambar di 
atas bagian kiri merupakan logo ‘IKEA’ pada tahun 1967 dan logo terbaru 
sebagai berikut : 
 
Kedua logo tersebut secara jelas memiliki kesamaan baik dalam 
bentuk penyusunan huruf, penggambaran visual, serta persamaan bunyi 
dalam pengucapan, maka hal ini telah melanggar fungsi dari merek 
tersebut. Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:100 
1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi unutk 
menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah 
pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk 
memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara 
profesional; 
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai 
jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-
produk bergengsi; 
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan 
menjadi kolektor produk tersebut. 
Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap 
merek menjadi begitu sangat bermakna. Persamaan itu tidak saja sama 
                                                          
100 Ok. Saidin, Op.Cit, hlm. 359. (dapat juga dilihat pada Ari Purwadi,  Aspek Hukum Perdata Pada 
Perlindungan Konsumen, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Airlangga, Nomor 1 Dan 2, Tahun VII, 
Jan-Feb-Maret,Hlm.59). 
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secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip. Sama 
secara keseluruhan berarti merek tersebut secara totalitas ditiru.  
 Perlu untuk dipahami bahwa pendaftaran merek merupakan sebuah 
proses yang tidak sebentar, bukan serta merta permohonan diajukan lalu 
merek langsung didaftar. Saat seseorang mengajukan permohohonan 
pendaftaran merek yang sudah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku, 
Dirjen HKI baru akan memberikan nomor permohonan sekaligus tanggal 
penerimaan permohonan. Demikian pula saat Termohon Kasasi baru 
mendapatkan nomor-nomor permohonan di atas, belum ada hak eksklusif 
apapun yang dimiliki Termohon Kasasi atas merek-mereknya tersebut. 
Hak eksklusif baru akan dimiliki oleh pemohon jika merek-merek yang 
dimohonkan pada akhirnya disetujui untuk didaftar oleh Dirjen HKI, 
meskipun masa perlindungannya – yaitu masa berlaku hak eksklusif – 
akan dihitung selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, 
bukan sejak tanggal merek didaftar.101 
 Setidaknya ada dua tahapan esensial yang harus dilalui oleh sebuah 
merek untuk bisa didaftar:102 
1. Pemeriksaan substantif dimana pemeriksa merek di DJKI akan 
menilai apakah merek dapat diterima sesuai pasal 4 dan 5 UU 
Merek, serta membandingkan merek yang akan didaftar dengan 
                                                          
101 Prayudi Setiadharma, Sedikit Kisah Mengenai Tentang Hapusnya Merek IKEA, 
http://www.hki.co.id/artikel, diakses pada 20 Juli 2016, jam 15.30 WITA. 
102 Ibid. 
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merek-merek milik orang lain yang telah terdaftar duluan, kalau-
kalau terdapat persamaan baik secara keseluruhan maupun pada 
pokoknya sesuai Pasal 6 Undang-Undang Merek; dan  
2. Pengumuman dimana masyarakat umum diberi kesempatan untuk 
mengajukan keberatan terhadap merek yang akan didaftar tadi. 
Jika lolos dari kedua tahapan tadi barulah merek benar-benar resmi 
didaftar, dan selanjutnya Dirjen HKI akan segera menerbitkan sertifikat 
pendaftaran merek. 
 Termohon Kasasi pastinya tahu persis mengenai keberadaan dua 
merek “IKEA” yang sudah terdaftar jauh lebih dahulu dari permohonan 
pendaftaran merek “ikea” miliknya di kelas barang yang sama. Termohon 
Kasasi secara sadar mengetahui akan ancaman keberadaan kedua merek 
“IKEA” terdaftar itu terhadap peluang keberhasilan pendaftaran merek 
“ikea”-nya sendiri. Cepat atau lambat, dalam pemeriksaan substantif 
Dirjen HKI hampir dapat dipastikan akan mengeluarkan usulan penolakan 
atas permohonan pendaftaran merek “ikea” di kelas 20 dan 21, karena 
memiliki persamaan dengan merek-merek “IKEA” yang sudah lebih dahulu 
terdaftar. Jadi permohonan pendaftaran merek “ikea” oleh PT. Ratania 
Khatulistiwa menghadapi situasi yang bisa dikatakan menyulitkan. Selama 
merek “IKEA” milik Inter Ikea System masih terdaftar, mustahil rasanya 
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merek-merek “ikea” milik PT. Ratania Khatulistiwa bisa tercetak pada 
sertifikat pendaftaran merek di Indonesia.103 
 Terminologi “persamaan secara keseluruhan (identic) terkait dengan 
teori identitas ganda (double identity) diatur dalam Article 15 (1) dan 
Article 16 (1) TRIPs dan Article 5 (2) Paris Convention. Dalam Undang-
Undang Merek tidak ada penjelasan mengenai arti dari istilah “persamaan 
secara keseluruhan”. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:104  
 “persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. 
Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin entires similiar  atau 
sama keseluruhan elemen.” 
Dengan kata lain, merek yang diajukan pendaftarannya merupakan 
salinan (copy) atau reproduksi merek orang lain. Merek dapat disebut 
copy atau reproduksi merek orang lain, jika mengandung persamaan 
secara keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut:105 
a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen 
hurufnya; 
b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa; 
c. Persamaan wilayah dan segmen pasar; 
                                                          
103 Ibid. 
104 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan 
UU No. 19/1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41-47. Bisa juga dibaca pada Rahmi 
Jened,  Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prenadamedia 
Group, Jakarta, 2015, hlm. 175. 
105 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 176. 
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d. Persamaan pelaku pemakaian; dan 
e. Persamaaan cara pemeliharaan. 
 Secara sederhana kriteria merek yang memiliki persamaan secara 
keseluruhan (identical marks) ada, apabila tanda memiliki persamaan 
secara keseluruhan dengan merek dan diterapkan untuk produksi sejenis 
yang telah dilindungan lebih dahulu dan perbuatannya dapat dikatakan 
pemalsuan (counterfeiting).106 Selanjutnya, terminologi “persamaan pada 
pokoknya secara keseluruhan” atau “merek similiar” juga diatur dalam 
Article 15 (1) dan Article 16 (1) TRIPs dan Article 5 (2) Paris Convention.  
 Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh 
adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek 
lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai 
bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-
unsur ataupun persamaan bunyi ucapan terdapat dalam merek-merek 
tersebut.107 
 Suatu merek dianggap mempunyai “persamaan pada pokoknya” 
dengan merek lain ditentukan dengan patokan lebih luwes dibanding 
doktrin entires. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (similiar), 
dianggap terwujud apabila merek hampir mirip (nearly resembles) dengan 
merek orang lain berdasarkan:108 
                                                          
106 Ibid. 
107 Ahmadi Miru, Op.Cit. hlm. 16. 
108 Rahmi Jened, Op.Cit. hlm. 182. 
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a. Persamaan bunyi; 
b. Persamaan arti; 
c. Persamaan tampilan. 
Adapun contoh dari persamaan-persamaan yang dimaksudkan ialah: 
 Persamaan bunyi pada sengketa merek “PINOKIO” dengan 
“PINOKIC” karena merek ini hanya dibedakan oleh huruf O pada 
merek yang pertama dan huruf C pada merek yang kedua. Kedua 
merek tersebut hampir sama karena hanya dengan 
menyambungkan kedua ujung huruf C  tersebut sudah merupakan 
huruf O. Adapun merek LEVRI dengan merek LEFRY, yang 
walaupun menggunakan huruf-huruf yang berbeda tetapi 
pengucapannya tetap sama.109  
 Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan arti, 
misalnya, Cap Mangkok Merah melawan Juanlo (Juanlo dalam 
bahasa korea artinya Mangkok) Putusan Mahkamah Agung No. 
352/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982.110 
 
   
                                                          
109 Ahmadi Miru, Loc.cit. 
110 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 182. 
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 Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan 
tampilan, misalnya dari sisi bentuk, gembar, peneraan hurufnya, 
contohnya merek rokok 739 melawan merek 234,
            
 
Suatu merek mirip atau similiar erat kaitannya dengan konsep “a 
likelihood of confusion”, faktor yang paling penting dalam doktrin ini ialah 
bahwa pemakaian merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya” 
menimbulkan semacam persamaan membingungkan (a likelihood 
ofconfusion) atau menimbulkan persamaan asosiasi (likelihood of 
association) antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, 
sehingga memiliki potensi menyesatkan (decieve) masyarakat konsumen. 
Konsumen akan menganggap bahwa merek tersebut diproduksi oleh 
sumber yang sama dengan barang milik orang lain.111  
Dalam Undang-Undang Merek, persamaan pada pokoknya diatur 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 90 Undang-Undang Merek. 
Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek mengatur:  
                                                          
111 Ibid., hlm. 183. 
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 “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek 
tersebut:  
(a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara 
keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar 
lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.”  
Sedangkan dalam Pasal 90 Undang-Undang Merek mengatur: 
 “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek 
yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain 
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) 
tahun dan/atau paling banyak denda 1 milliyar rupiah.” 
 Berdasarkan ketentuan TRIPs dan Paris Convention serta Undang-
Undang Merek tersebut, maka merek harus memiliki daya pembeda 
(relative grounds) ditolak atau diterimanya pendaftaran merek. 
 Berbicara mengenai masalah merek erat kaitannya dengan 
persaingan tidak jujur (unfair competition). Bila pengusaha dalam bidang 
perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang 
sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha semaksimal 
mungkin untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara 
kompetitif. Apabila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, 
dimana pengusaha yang satu berusahan menjatuhkan lawannya untuk 
keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diterima oleh 
pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang 
menjurus pada pelanggaran hukum.112 
                                                          
112 Ok.Saidin, Op.Cit. hlm. 360. 
75 
 
 Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan 
tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di 
masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah 
dilindungi sebelumnya. 
 Adapun mengenai pelanggaran merek sebagai persaingan tidak jujur, 
Pasal 10 Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni 
Paris terikat memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi 
persaingan tidak jujur. Dalam ayat kedua Pasal 10 Konvensi Paris 
ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan “honest 
practices industrial and commercial matters” dianggap sebagai perbuatan 
persaingan tidak jujur. Sedangkan ayat ketiga menentukan tentang 
pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan 
cara apapun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan dengan 
usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang 
mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu 
barang, termasuk peniruan merek.113 
 Pada tahun 2011 di mana Ikea Swedia juga mengalami kasus 
peniruan merek dagang mereka, di mana pada saat itu Ikea Swedia 
menggugat PT. Angsa Daya yang menggunakan “IKEMA” sebagai merek 
dagang mereka , adapun hasil putusan akhirnya menyatakan bahwa 
merek IKEA asal Swedia merupakan merek terkenal, dan “IKEMA” tidak 
                                                          
113 Ibid. 
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beriktikad baik dengan meniru merek “IKEA”, selain itu “IKEMA” 
mempunyai persamaan pada pokoknya.114 
Adapun gambar logo dari merek dagang “IKEMA” ialah : 
  
 Menelaah dari kasus tersebut bahwa merek “IKEA” asal Swedia benar 
merupakan merek terkenal yang sering mengalami peniruan merek 
dagang, sehingga seharusnya dalam hal kasus sengketa terbaru tersebut 
secara jelas merek dagang “IKEA” asal Swedia masih diproduksi dan 
dipasarkan ke seluruh negara. Selanjutnya, sengketa kasus merek Ikea 
Swedia melawan PT. Ratania Khatulistiwa yang juga menggunakan merek 
dagang “ikea”. Kasus ini pada intinya menitik beratkan kepada 
penghapusan merek Ikea Swedia yang tidak digunakan selama 3(tiga) 
tahun berturut-turut, akan tetapi maksud utama dari gugatan tersebut ialah 
agar PT. Ratania Khatulistiwa dapat menggunakan merek dagang “ikea” 
tersebut dalam proses perdagangannya. Penulis berpendapat bahwa hal 
tersebut lebih mengarah kepada tindakan membonceng keterkenalan 
merek Ikea Swedia, dan juga sebagai dasar dari iktikad tidak baik. Adapun 
tujuan PT. Ratania Khatulistiwa tersebut tidak lazim dikarenakan apabila 
hal tersebut terkabulkan maka terjadi kekeliruan yang dapat 
membingungkan dan menyesatkan masyarakat sebagai konsumen. 
                                                          
114 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 39 / Merek / 2011 / PN. Niaga. Jkt. Pst. 
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 Kaidah peniruan merek sendiri diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Merek. Pasal 4 mensyaratkan bahwa seorang pemohon pendaftaran 
merek harus memiliki iktikad baik tanpa ada niat lain. Niat yang 
dimaksudkan adalah untuk membonceng, meniru, atau menjiplak 
ketenaran merek pihak lain. Niat tersebut terpenuhi jika berakibat kerugian 
pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau 
menyesatkan konsumen. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 Undang-
Undang Merek dikemukakan contoh yang kemudian dikaitkan dengan 
konsep persamaan pada pokoknya dan konsep merek terkenal.115 
 Mengacu pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha 
tidak dapat mendaftarkan merek dengan niat untuk meniru ketenaran 
yang berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan 
curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, sebagaimana yang 
penulis telah kemukakan sebelumnya. Ciri khusus mengenai kaidah 
peniruan merek dalam pasal ini adalah adanya keterhubungan antara 
peniruan merek dengan konsep persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya. 
 Apabila Pasal 4 Undang-Undang Merek dihubungkan dengan Pasal 7 
Undang-Undang Merek yang menetapkan bahwa permohonan 
pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI, maka dapat 
                                                          
115 Indirani Wicaksono.  Kaidah Hukum Mengenai Peniruan Merek Dalam UU No. 15 Tahun 2001 
Tentang Merek (Bag. 1), http://www.thewicaksonos.info/kaidah-hukum-mengenai-peniruan-
merek-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bag-1.html, diakses 12 Juli 2016, Jam 14.00 
WITA. 
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dikatakan bahwa pasal ini juga memberikan beban kepada Direktorat 
Jenderal HKI untuk tidak melakukan pendaftaran terhadap permohonan 
merek yang dinilai tidak beriktikad baik. Dengan demikian, Direktorat 
Jenderal HKI menjadi penentu pertama apakah sebuah merek didaftarkan 
berdasarkan iktikad baik atau tidak oleh pemiliknya, dan demikian pula 
menjadi penentu apakah permohonan suatu merek dapat diterima atau 
tidak. Apabila setelah suatu merek terdaftar terjadi perbedaaan pendapat 
dengan merek yang yang telah lebih dahulu terdaftar, maka hakim yang 
kemudian akan menjadi penentu kedua apakah suatu merek didaftarkan 
atas iktikad baik atau tidak.116 
 Dari penjelasan di atas dalam kasus Ikea Swedia melawan PT. 
Ratania Khatulistiwa, hakim tidak mempertimbangkan mengenai iktikad 
baik dalam memutuskan perkara, walaupun dalam dalil yang diajukan oleh 
Ikea Swedia selaku tergugat mengungkit mengenai pengajuan 
permohonan dengan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh PT. Ratani 
Khatuliswa.117 Adapun dalam putusan Mahkamah Agung No. 264 
K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut didalikan sebagai berikut : 
“Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan 
kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk 
menggunakan merek ‘ikea’ dengan maksud ‘membawa manfaat bagi 
perekonomian nasional Indonesia’, tindakan Termohon Kasasi dalam 
menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan 
pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek ‘IKEA’ milik 
Pemohon Kasasi, justru menunjukkan iktikad Termohon Kasasi yang 
bermaksud mendompleng keterkenalan Merek ‘IKEA’ Pemohon Kasasi; 
                                                          
116 Ibid. 
117 Putusan Mahkamah Agung Nomor 264. K/Pdt.Sus-HKI/2015, hlm.16. 
79 
 
Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan yang diajukan oleh Termohon 
Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, 
bahwa permohonan pendaftaran merek ‘ikea’ Termohon Kasasi yang 
diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada 
pokoknya dengan pendaftaran merek ‘IKEA’ milik Pemohon Kasasi, yang 
telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di 
Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan permohonan 
pendaftaran merek ‘ikea’ Termohon Kasasi kepada Turut Termohon 
Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan 
sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-
merek ‘IKEA’ Termohon Kasasi diajukan tanpa iktikad baik” 
 Pada permohonan tersebut penulis menilai bahwa sudah sangat jelas 
merek ‘ikea’ milik PT. Ratania Khatulistiwa didaftarkan tanpa iktikad baik 
karena bermaksud meniru dan membonceng keterkenalan merek “IKEA” 
milik Inter Ikea BV, akan tetapi pada akhirnya hakim Syamsul Ma’arif tidak 
mempertimbangkan hal tersebut dan pada akhirnya merugikan pihak Inter 
Ikea BV.  
 Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 
Desember 1986 No. 220/PK/1996 mengenai perkara Nike memberi 
pertimbangan mengenai iktikad baik sebagai berikut: 
 “Bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang 
buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas 
menampakkan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari 
menggunakan merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa 
pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 
orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beriktikad 
buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan 
dan nama merek dagang yang terkenal itu.”118 
 Pasal 1374 ayat (3) Bugerlijk Wetboek (BW) lama Belanda 
menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 
                                                          
118 Rahmi Jened, Op.Cit.,hlm. 96. Bisa juga dilihat dalam Tim Redaksi Tatanusa, Himpunan 
Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek, Jakarta, 2008, hlm.108. 
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Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan iktikad baik dalam Pasal 1374 
ayat (3) di atas masih tetap sama dengan makna bona fides dalam hukum 
Romawi beberapa abad lalu. Iktikad baik bermakna bahwa kedua belah 
pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu 
muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan 
diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.119 
 Contoh lain kasus merek mengenai iktikad baik adalah Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2003 dengan 
Nomor Putusan 014 K/N/HaKI/2003,perkara merek “AQUA” dan 
“AQUALIVA”. Merek dagang “AQUA” yang sudah sangat dikenal 
masyarakat, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada 
pokoknya dengan merek “AQUALIVA” milik pihak lain. Telah jelas terjadi 
iktikad tidak baik dari pihak yang mendaftarkan merek “AQUALIVA” yaitu 
dengan sengaja meniru merek dagang “AQUA” yang sudah sangat 
terkenal sehingga pendaftar merek “AQUALIVA” sengaja untuk 
menyesatkan anggota masyarakat (misleading the society) sehingga 
masyarakat akan mengira bahwa seakan-akan kedua merek tersebut 
berasal dari perusaaan yang sama. Dalam hal ini pihak “AQUALIVA” 
dapat memperoleh keuntungan baik secara materil maupun immaterial.120 
 Iktikad baik pada intinya tidak hanya mengacu kepada iktikad baik 
para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang 
                                                          
119 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 
Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 131. 
120 Imam Sjahputra Tunggala, Heri Herjandono dan Parijo, Op.Cit., Hlm. 137. 
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dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. 
Iktikad baik lah yang pada akhirnya mencerminkan standar keadilan atau 
kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan 
standar iktikad baik sebagai suatu universal social force yang mengatur 
hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki 
kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua 
warganegara.121  
 Adapun faktor pendukung mengenai permohonan yang berdasarkan 
iktikad tidak baik oleh PT. Ratania Khatulistiwa yaitu pengajuan 
permohonan pendaftaran hak cipta untuk logo yang sama milik Ikea 
Swedia dan mencoba menggunakan merek “IKEA” dalam kegiatan 
komersial sebelum adanya dasar hak yang diberikan oleh Direktorat 
Jenderal HKI. Menelaah dari perkara sebelumnya pada tahun 2011 ( IKEA 
dan IKEMA) yang memiliki persamaaan pada pokoknya, hakim secara 
jelas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan 
persaingan curang terhadap merek terkenal dan memutuskan untuk 
membatalkan pendaftaran merek “IKEMA”, sedangkan dalam perkara 
“IKEA” asal Swedia dan “ikea” milik PT. Ratania Khatulistiwa, hakim 
secara nyata mengenyampingkan fakta bahwa merek ‘ikea’ memiliki 
kesamaan pada pokoknya pada merek “IKEA” asal Swedia yang 
merupakan merek terkenal dan telah lama menguasai perdagangan 
internasional dalam industri furniture rumah tangga.  
                                                          
121 Ridwan Khairandy, Op. Cit.,hlm. 128. 
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B. Penghapusan Pendaftaran Merek dengan Alasan ‘Non Use’ pada 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. 
 Keputusan Makhkamah Agung menolak permohonan kasasi pihak 
Inter Ikea System BV dan selanjutnya menguatkan keputusan sebelumnya 
di Pengadilan Niaga, maka penulis akan menganalisis mengenai putusan 
perkara Penghapusan Pendaftaran Merek “IKEA” milik  Inter Ikea BV asal 
Swedia melawan merek ‘ikea’ milik PT. Ratania Khatulistiwa asal 
Surabaya pada Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, 
yaitu menolak semua dalil dalam kasasi yang diajukan oleh Inter Ikea BV 
dan mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa untuk menghapus 
merek “IKEA” milik Inter Ikea BV dalam Daftar Umum Merek serta  
mengabulkan permohonan pendaftaran merek ‘ikea’ milik PT. Ratania 
Khatulistiwa.  
 Undang-Undang Merek memang memberikan kesempatan kepada 
siapapun yang berkepentingan untuk “melawan” suatu merek  yang sudah 
terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, dengan dua bentuk 
“perlawanan”. Yang pertama adalah gugatan pembatalan, di mana 
pengadilan diminta membatalkan pendaftaran merek-merek yang 
semestinya ditolak/tidak diterima pendaftarannya oleh DJKI  karena 
sebab-sebab di Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Merek. Yang kedua 
adalah gugatan penghapusan, di mana penggugat meminta agar suatu 
merek terdaftar dihapus dari Daftar Umum Merek dengan alasan – salah 
satunya – karena si pemilik merek tidak menggunakan merek tersebut 
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selama tiga tahun berturut. Di dunia internasional, tidak digunakannya 
suatu merek terdaftar dalam perdagangan barang/jasa terkait dikenal 
dengan istilah “non-use”.122 
 Untuk menilai alasan hukum (legal reason) dalam putusan tersebut, 
maka perlu dipahami alasan-alasan Inter Ikea System BV selanjutnya 
disebut Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan Kasasi  terhadap 
PT. Ratania Khatulistiwa yang selanjut disebut Termohon Kasasi. 
Pengajuan Kasasi ini didasarkan kepada Putusan Pengadilan Niaga 
Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi untuk 
menghapus merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi dengan alasan merek 
tersebut tidak digunakan (non use) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 
sejak tanggal pendaftaran. Dimana menurut Undang-Undang Merek Pasal 
61 Ayat (2) huruf (a) mengatur bahwa : 
2. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat 
Jenderal dapat dilakukan jika :   
a. merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 
dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal 
pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada 
alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; 
 Sesuai dengan pasal di atas maka Termohon Kasasi mengadakan 
market survey oleh lembaga Berlian Group Indonesia untuk  menguatkan 
alasan tersebut. Hasil market survey tersebut menyimpulkan bahwa dari 
sampel di 5 kota besar di Indonesia yaitu: Jakarta, Medan, Surabaya, 
Bandung, dan Denpasar dalam kurun waktu November sampai dengan 
                                                          
122 Prayudi Setiadharma,Op.Cit. 
84 
 
Desember 2013, merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi tidak pernah dijual 
atau diedarkan  di toko-toko furniture di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. Akan tetapi, Pemohon Kasasi mengajukan bukti bahwa merek 
dagang mereka berupa:123 
1.  Bukti fisik produk-produk yang menggunakan Pendaftaran merek 
“IKEA” Pemohon Kasasi  di kelas 20 dan kelas 21 yang diproduksi 
di Indonesia oleh produsen yang ditunjuk, adapun produsen 
tersebut ialah di antaranya adalah PT. Karya Sutarindo dan PT. 
Findora Internusa. 
2. Bukti berupa Surat Pernyataan  dari produsen lokal di Indonesia 
yang memberikan konfirmasi produksi merek “IKEA” serta bukti 
mengenai dokumentasi produk-produk “IKEA”. 
3. Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan 
toko resmi Pemohon Kasasi. 
4. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk dengan 
menggunakan Pendaftaran Merek “IKEA” Pemohon Kasasi yang 
dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan 
badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak 
2006 hingga 2013. 
5. Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa 
Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia 
sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia. 
                                                          
123 Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.sus-Hki/2015. 
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Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka menurut penulis pengabulan 
penggugatan tersebut yang menurut hakim sesuai dengan Pasal 61 ayat 
(2) Undang-Undang Merek tidak dapat digunakan pada sengketa merek 
ini. Lebih jelasnya dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-
Undang Merek menjelaskan sebagai berikut: 
“Yang dimaksud dengan ‘pemakaian terakhir’ adalah penggunaan 
merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. 
Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian 
sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di 
masyarakat.” 
Penjelasan di atas jelas bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh 
Pemohon Kasasi tersebut merupakan bukti sempurna  terpenuhi unsur 
perdagangan. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 
definisi “dagang” dan “perdagangan”, sebagai berikut:124 
“perdagangan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan 
membeli barang untuk memeroleh keuntungan; jual beli; niaga; 
perdagangan dan perihal dagang; urusan dagang; perniagaan.” 
Apabila unsur kata “dagang” dalam kata “perdagangan” tersebut 
dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek, 
agar suatu merek tersebut dapat dikategorikan dalam kegiatan 
perdagangan, haruslah terdapat: 
i. penjual 
                                                          
124 Ibid. 
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ii. pembeli 
iii. adanya kegiatan produksi 
iv. adanya produk yang ditrerima oleh pembeli. 
Dalam Undang-undang Merek tidak dijelaskan apakah yang dimaksud 
dengan pemakaian terakhir dan penggunaan Merek dalam perdagangan 
barang dan jasa. Persoalan ini  penting dalam hal pembuktian di 
persidangan di mana penggugat harus membuktikan kapan tergugat 
melakukan pemakaian terakhir atas Merek yang diproduksinya atau kapan 
Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau 
jasa. 
 Dari bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalam 
persidangan tingkat pertama, terdapat bukti penjualan serta 
pendistribusian barang secara langsung dari Pemohon Kasasi kepada 
berbagai badan hukum, maupun warga negara Indonesia. Selanjutnya, 
bukti produksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu bukti produksi 
berbagai jenis produk di kelas 20 dan kelas 21 yang diproduksi oleh PT. 
Findora Internusa berdasarkan perjanjian antara PT. Findora Internusa 
dengan Ikea Trading (Hongkong) Ltd. Dari keterangan bukti-bukti tersebut 
sesungguhnya secara sempurna telah membuktikan adanya pemakaian 
merek ‘IKEA’ di dalam perdagangan di Indonesia.  
 Bukti lainnya yaitu bukti pendaftaran merek ‘IKEA’ di beberapa 
negara. ‘IKEA’ pertama kali didaftarkan sebagai nama merek dagang atau 
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nama dagang di Negara Swedia yaitu pada tahun 1943 dan saat ini merek 
IKEA dan kombinasi-kombinasinya milik Pemohon Kasasi telah terdaftar 
diberbagai negara di dunia sejak mulai tahun 1943 hingga tahun 2007 di 
75 (tujuh puluh lima) negara dengan registrasi merek sebanyak 1300 
(seribu tiga ratus) registrasi, khususnya terdaftar pada kelas 20 dan kelas 
21 serta berbagai kelas lainnya. Negara-negara dimana telah 
didaftarkannya merek IKEA milik Pemohon Kasasi.125 
 Selanjutnya, Pemohon Kasasi memasarkan produk barangnya secara 
aktif dengan berbagai cara, antara lain melakukan promosi agar produk 
barang merek IKEA laku terjual yaitu :126 
a. Mencetak katalog produk barang merek IKEA setiap tahunnya 
untuk dibagikan atau diperjualbelikan kepada para konsumen dan 
pihak terkait lainnya diseluruh dunia dan sampai dengan tahun 
2006 telah mencetak sebanyak 175.000.000  (seratus tujuh puluh 
lima juta) eksamplar katolog produk barang merek IKEA sebanyak 
55 (limapuluh lima) edisi  dengan bahasa sebanyak 27(duapuluh 
tujuh). 
b. Publikasi elektronik dengan basis teknologi informatika yaitu 
membuka halaman situs resmi (official website), antara lain, situs 
www.ikea.com., www.ikea.gr., www.ikea.com.hk., www.ikea.is., 
                                                          
125  Putusan Pengadilan Niaga. Op.Cit. 
126 Ibid. 
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www.ikea-group.ikea.com., dimana situs resmi tersebut oleh 
Pemohon Kasasi sampai saat ini diperbaharui terus menerus. 
c. Membuat 39 (tiga sembilan) situs resmi berbagai bahasa untuk 
dipergunakan/dipakai toko-tokonya/gerainya diberbagai negara 
berisi informasi berbagai produk barang sebanyak 15.000 
(limabelas ribu) jenis barang yaitu situs resmi milik Penggugat 
bernama situs   http:// www.ikea.com//. 
 Jika mengacu kepada peraturan merek berdasarkan Trade Related 
Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs), TRIPs tidak mengatur 
mengenai penghapusan  pendaftaran merek terdaftar. TRIPs hanya 
mengatur mengenai pembatalan merek yang syaratnya adalah tidak 
digunakannya suatu merek selama kurun waktu paling kurang 3(tiga) 
tahun berturut-turut. Pasal 19 TRIPs mengatur bahwa : 
“1. if use required to maintain a registration, the registration may be 
cancelled only after an uninterrupted period of at least three years on non 
use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use 
are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently 
of the will of the owner of the trademark, such as import restriction on or 
other governments for goods or services protected by the trademark, shall 
be recognized as valid reasons of use.”127 
 Ketentuan ini dalam hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Merek 
bukan merupakan syarat pembatalan merek, melainkan sebagai salah 
satu syarat penghapusan merek terdaftar. Merek yang tidak digunakan 
                                                          
127 “1. Dalam hak penggunaan suatu merek dagang merupakan persyaratan untuk 
mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila 
merek dagang yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3(tiga) 
tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik merek dagang dapat membuktikan adanya alasan 
yang sah tentang hambatan terhadap penggunaan merek dagang yang bersangkutan.” 
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oleh pemilik merek setelah didaftarkan dalam daftar umum merek dalam 
perdagangan barang dan jasa dan juga merek tersebut tidak pernah 
dipakai lagi selama 3 tahun berturut-turut, baik sejak tanggal pendaftaran 
ataupun dari pemakaian terakhir.128 
 Pemakaian terakhir yang dimaksudkan ialah penggunaan merek 
tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, atau saat 
tersebut dihitung dari tanggal produksi terakhir, tanpa mempersoalkan 
apakah barang yang bersangkutan masih beredar di pasaran.129 
 Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Rahmi Jened, seharusnya 
“non-use” harus dihitung dari 3 (tiga) tahun dari pemakaian terakhir 
penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, namun 
dalam praktik hal ini tidak dipahami secara benar oleh penegak hukum.130 
 Dalam kasus sengketa penghapusan merek “IKEA”, pengajuan 
gugatan dilakukan oleh dilakukan oleh pihak ketiga. Penghapusan mrek 
oleh Pihak Ketiga harus dicermati kapasitasnya. Menurut Black’s Law 
Dictionary  adalah:131 “One not a party to an agreement, a transaction or 
an action but who have rights there in”132 
                                                          
128 Dwi Rezki Sri Astarini, Op.Cit., hlm. 79. 
129 Ibid.,hlm. 82. 
130 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm. 305. 
131 Ibid. Dikutip dari Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn, 
1996, hlm. 1479. 
132 “Seseorang yang bukan pihak dalam suatu perjanjian, bukan pihak lain dalam suatu transaksi 
atau suatu tindakan hukum, tetapi orang yang memiliki hak untuk itu.” 
90 
 
 Berdasarkan pengertian di atas, Pihak Ketiga yang berhak untuk 
mengajukan gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 63 Undang-
Undang Merek adalah bukan pihak dalam suatu perjanjian, dalam suatu 
transaksi, bukan pihak dalam suatu tindakan hukum, melainkan suatu 
pihak yang memiliki hak untuk itu.133 
Adapun kasus lain mengenai penghapusan merek lain atas dasar 
“non-use” ialah kasus penghapusan merek Intel antara Intel Corp 
melawan PT. Tanggung. Intel Corporation adalah perusahaan Amerika 
terkemuka di bidang inovasi silikon dan pengembangan teknologi, 
mengajukan gugatan penghapusan merek Intel milik PT. Tanggung. 
Gugatan penghapusan diajukan karena adanya  bukti dari hasil survey 
pasar di enam kota besar di Indonesia: Jakarta, Surabaya, Medan, 
Bandung, Makassar, dan Pontianak yang menyatakan bahwa tidak ada 
penjualan ataupun produksi barang-barang elektronik bermerek Intel oleh 
PT. Tanggung. Bukti tersebut sama dengan bukti pada kasus 
penghapusan merek “IKEA” , akan tetapi walaupun memilik bukti yang 
sama, pengadilan memutuskan hal yang berbeda. Kasus merek Intel, 
walaupun hakim mengakui bahwa merek Intel milik PT. Tanggung tidak 
lagi ditemukan dalam perdagangan, namu Majelis hakim memutuskan 
menolak gugatan penghapusan dengan pertimbangan bahwa Penggugat 
tidak dapat menentukan secara jelas kapan terakhir kalinya Merek Intel 
dipakai oleh PT. Tanggung sehingga menyatakan gugagatan 
                                                          
133 Rahmi Jened, Op.Cit. 
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penghapusan dianggap ‘tidak jelas (obsucre libel) dan tidak dapat diterima 
(Niet onvantkelijkeheid). 
Menurut penulis, jika hal menentukan tanggal penggunaan merek 
terakhir harus jelas maka seharusnya hal itu juga diterapkan pada 
gugatan penghapusan merek “IKEA”. Secara jelas bahwa Pemohon 
Kasasi yaitu Inter Ikea System BV dapat membuktikan bahwa barang 
dengan merek “IKEA” milik Inter Ikea System BV masih digunakan dan 
diproduksi di Indonesia. Adanya perbedaan dalam memutuskan perkara 
yang sama akan membuat masyarakat bingung dengan sistem hukum 
yang berlaku. Dalam hal ini, penulis tidak bermaksud menjatuhkan kinerja 
Majelis Hakim yang dimana memiliki pengetahuan lebih luas. Akan tetapi, 
penulis hanya memberikan pandangan bahwa seharusnya menerapkan 
peraturan yang sama untuk kasus dengan gugatan dan bukti yang sama, 
agar terjadi keadilan bagi masing-masing pihak.  
 Salah satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah prinsip 
tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan 
warga Negara sendiri. Prinsip tersebut dirumuskan pada Pasal 2 Konvensi 
Paris yaitu :  
“National of any country of the Union shall, as regards the protection of 
industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advan 
tages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to 
nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this 
convention. Consequently, they shall have the same protection as the 
latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, 
provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are 
complied with”  
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Pasal tersebut mengandung prinsip “National Treatment” atau prinsip 
asimilasi (priciple of assimilation) yaitu bahwa seseorang warga Negara 
yang merupakan warga dari suatu Negara peserta Uni, akan memeroleh 
pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga Negara di 
mana mereknya didaftarkan.134 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 
28D ayat  (1) bahwa:   
“setiap orang berhak atas pengakuan dan kepastian hukum  yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 
 Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum di mana  
hukum itu tidak lain adalah aturan, maka sudah sewajarnya negara 
Republik Indonesia memberikan rasa  keadilan bagi seluruh warganya 
khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, karena 
Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan pengakuan atas Hak 
Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia 
secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha 
Esa, pengakuan tersebut di antaranya hak keadilan, hak keamanan dan 
hak kesejahteraan yang oleh karena itu hak dasar tadi tidak boleh 
dirampas oleh siapapun karena setiap warga negara Republik Indonesia 
                                                          
134Sengketa Merek Non-Use, http://repository.unpas.ac.id/3643/3/BAB%201%20new.pdf .  
Diakses pada 1 Agustus 2016, pukul 10.00  WITA. 
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mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan sama di 
muka hukum.135 
 Dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan, sengketa 
merek terutama antara pemilik merek terkenal dan pengusaha lokal 
banyak terjadi, hal tersebut disebabkan dengan terbukanya sistem 
ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan 
memanfaatkan merek-merek terdaftar maupun terkenal  untuk digunakan 
dan didaftar lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya. 
 Perihal dalil-dalil pembelaan yang dikemukakan oleh Inter Ikea 
System, dalam persidangan baik di tingkat pertama maupun kasasi lebih 
banyak membahas mengenai dasar kepentingan PT. Ratania Khatulistiwa 
mengajukan gugatan penghapusan, serta meragukan kredibilitas hasil 
survey yang diajukan PT. Ratania Khatulistiwa sebagai bukti atas non-use 
dari merek-merek terdaftar Inter Ikea System, walaupun Inter Ikea System 
BV sendiri telah membeberkan bukti-bukti order produksi dan penjualan 
yang berlangsung di Indonesia dari sejak merek didaftar hingga saat 
proses gugatan berlangsung, akan tetapi Majelis Hakim tetap pada 
keyakinannya bahwa merek “IKEA” milik Inter Ikea System BV asal 
Swedia adalah merek “non-use”. Padahal, gugatan penghapusan ini 
sesungguhnya adalah kesempatan emas sekaligus langka bagi para 
kuasa hukum Inter Ikea System untuk menggali lebih dalam dan 
substansial mengenai interpretasi terhadap non-use itu sendiri dalam 
                                                          
135Ibid 
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kerangka Undang-Undang Merek di Indonesia, yang bisa menjadi 
referensi atau bahkan yurisprudensi berharga bagi kasus-kasus merek 
serupa di masa yang akan datang.136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
136 Prayudhi Setiadharma, Op.Cit. 
95 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab 
sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis akan menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Merek baru yang memiliki persamaan dengan merek yang telah 
terdaftar lebih dahulu tidak dapat diterima atau ditolak 
pendaftarannya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-
Undang Merek, sehingga merek yang telah terdaftar terlebih dahulu 
tidak dapat dihapuskan pendaftarannya dengan adanya 
pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan atau tidak 
memiliki daya pembeda. Hal tersebut terkait dengan adanya unsur 
iktikad tidak baik bagi pemilik merek baru yaitu dengan meniru 
merek dari pihak lain yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang 
Merek, dan Penghapusan merek terdaftar dan digantikan dengan 
merek yang memiliki karakteristik yang sama milik pihak lain secara 
nyata dapat membingungkan dan menyesatkan masyarakat selaku 
konsumen bagi barang yang diperdagangkan. 
2. Alasan penghapusan merek “IKEA” milik Inter Ikea System BV asal 
Swedia sesuai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 
K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu merek “IKEA” tidak digunakan selama 3 
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(tahun) berturut-turut atau merek “non-use” tidak dapat diterapkan 
atau tidak sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 61 ayat (2)  huruf 
(a), karena adanya bukti-bukti konkrit yang menunjukkan produksi 
dan pemasaran barang dengan merek “IKEA” yang dilakukan oleh 
perusahaan yang ditunjuk di Indonesia tetap terlaksana, dan 
pertimbangan lainnya yaitu bahwa merek “IKEA” milik Inter Ikea 
System BV asal Swedia merupakan merek terkenal yang telah 
banyak diketahui di berbagai negara. 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada pihak berwenang pembuat Undang-Undang 
untuk segera merevisi Undang-Undang Merek tahun 2001 agar 
memberikan penjelasan secara jelas  bahwa suatu merek yang 
telah terdaftar terlebih dahulu maupun merek terkenal tidak 
dapat dihapuskan pendaftarannya dengan merek baru yang 
memiliki persamaan, dan diharapkan pula kepada Direktorat 
Jenderal Hak Kekayan Intelektual khususnya Direktorat Merek 
secara tegas menolak pendaftaran merek baru yang memiliki 
persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek 
pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dan lebih 
mengetahui dasar diajukannya pendaftaran merek yang sama 
milik pihak lain agar selanjutnya tidak merugikan dan 
menimbulkan kebingungan di masyarakat. 
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2. Diharapkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 
menempatkan hakim yang kompeten dalam bidang Hak 
Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi kekeliruan yang 
berulang-ulang dalam memutus sengketa merek, dan 
diharapkan pula para Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam 
memutus suatu sengketa merek, tidak hanya terfokus pada satu 
aspek saja tetapi lebih mempertimbangankan dengan seksama 
segala aspek yang bersangkutan, dan juga mempertimbangkan 
bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam 
memutus suatu sengketa merek putusan tersebut diharapkan 
dapat memberi rasa adil bagi para pihak, sesuai dengan nilai 
dari sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia”. 
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